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Muhammad Ajid Husain, Hukum Penyelenggaraan Negara, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Mei 2018, KEDUDUKАN HUKUM STАTUTА PSSI SEBАGАI LEX 

SPORTIVА DI INDONESIА, Dr. Tunggul Ashari S.N. SH, M.Hum, Dr. Moh. Fadli, SH., 

M.Hum 

 

Latar belakang penelitian ini yakni adanya pro kontra mengenai kedudukan statuta 

PSSI di Indonesia.  Pro kontra disebabkan oleh dua pandangan, pertama memandang 

bahwa statuta PSSI merupakan lex sportiva yang mana tidak dapat diintervensi oleh hukum 

nasional di Indonesia. Sedangkan kedua menganggap bahwa statuta PSSI tidak dapat 

mengesampingkan hukum nasional dan harus tunduk pada hukum nasional di Indonesia.  

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan penting, pertama yaitu terkait 

kedudukаn hukum stаtutа PSSI sebаgаi Lex Sportivа di Indonesiа. Serta kedua, yakni 

terkait pengаturаn ke depаn kedudukаn stаtutа PSSI sebаgаi Lex Sportivа di Indonesiа 

Tujuan dilakukannya penelitian yakni menganalisis kedudukаn Lex Sportivа dаlаm sistem 

hukum Indonesiа. Serta mengаnаlisis  pengаturаn kedepаn terkаit kedudukаn stаtutа PSSI 

sebаgаi lex sportivа dаlаm Negаrа hukum Indonesiа. Penulisan karya tulis ini 

menggunakan metode yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh penulis kemudian di analisis dengan 

teknik preskriptif kualitatif.  

Berdasar penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Statuta PSSI sebagai 

bagian dari kepanjangan Statuta FIFA merupakan Lex sportiva yang terdapat di Indonesia 

yang di dalamnya mengatur secara keseluruhan mengenai tata kelola, pelaksanaan, dan 

penyelesaian sengketa terkait jalannya sepak bola professional di Indonesia yang termasuk. 

Akan tetapi, kaidah-kaidah yang terdapat dalam statuta PSSI sebagai lex sportiva tersebut 

tetap harus tunduk terhadap segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia. 

Hal tersebut tentunya didasari oleh kedudukan statuta PSSI yang hanya sebagai rule of the 

game dan bukan sebagai rule of the law seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) 

undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi jenis-jenis 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, meski diakui sebagai lex sportiva, 

kedudukan dari statuta PSSI tidak bisa serta merta mengesampingkan kedudukan hukum 

nasional.  

Pengaturan ke depan terkait kedudukan statuta PSSI dapat dilakukan dengan 

melakukan pembagian kewenangan antara Negara dengan PSSI. Pembagian kewenangan 

tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan kewenangan penuh kepada PSSI untuk 

menyelenggarakan dan mengelola persepakbolaan Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi 

pidana terkait penganiayaan di luar karakteristik permainan sepak bola dan juga terkait 

pengaturan skor juga dirasa perlu untuk menumbuhkan iklim persepakbolaan Indonesia 

yang sehat dan bersih. Baik pembagian kewenangan dan penerapan sanksi pidana tersebut 

harus tercantum dalam peraturan perundang-perundang yang sesuai dengan jenis 

peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk menjamin kedudukan Statuta 

PSSI di Indonesia. 
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SUMMARY 

 

Muhammad Ajid Husain, State Administration Law, Faculty of Law, University of 

Brawijaya, May 2018, THE STATUS OF LAW OF PSSI STATUTE AS LEX SPORTIVА IN 

INDONESIA, Dr. Tunggul Ashari S.N. SH, M.Hum, Dr. Moh. Fadli, SH., M.Hum 

 

The background of this research is the existence of pros and cons about the status of 

the PSSI statute in Indonesia. Pros and cons because of two opinions, the first is that the 

PSSI statute is a lex sportiva which cannot be intervened by national law in Indonesia. 

While the second assumes that the PSSI statute cannot override national law and must ask 

for national law in Indonesia. 

This research raises two important issues, the first is related to the legal standing of 

the PSSI statutes as Lex Sportivas in Indonesia. And secondly, that is related to the deposit 

in front of the PSSI statute as the Lex sportiva in Indonesia. The purpose of the research is 

to analyze the status of the Lex sportiva in the Indonesian legal system. As well as 

analyzing the bailout in the future related to the status of the PSSI as a Lex sportiva in the 

Indonesian law. The writing of this paper uses the Normative juridical method with the 

legislative approach and case approach. Legal material obtained by the author is then 

analyzed with qualitative prescriptive techniques. Based on the research conducted, it was 

concluded that the PSSI Statute as part of the FIFA Statute stands for Lex sportiva 

contained in Indonesia which in its entirety regulates the governance, implementation and 

resolution of disputes related to the running of professional football in Indonesia included. 

However, the rules contained in the PSSI statute as lex sportiva must still be subject to all 

the rules contained in the legal system in Indonesia. This is certainly based on the position 

of the PSSI statute which is only as a rule of the game and not as a rule of the law as stated 

in Article 7 paragraph (1) of the law forming legislation which contains the types of 

legislation in Indonesia. Thus, even though it is recognized as a Lex Sportiva, the position 

of the PSSI statute cannot necessarily rule out the position of national law. 

Future arrangements regarding the status of the PSSI statute can be made by 

dividing the authority between the State and PSSI. The division of authority can be done by 

giving full authority to PSSI to organize and manage Indonesian football. In addition, the 

application of criminal sanctions related to maltreatment outside the characteristics of the 

soccer game and also related to fixing is also felt necessary to foster a healthy and clean 

Indonesian football climate. Both the distribution of authority and the application of 

criminal sanctions must be listed in legislation in accordance with the types of legislation 

in Indonesia to ensure the position of the PSSI Statute in Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk mendapatkan gelar 

Magister dalam Ilmu Hukum. Penelitian ini sendiri akan mempunyai dua pokok bahasan, 

pertama terkait kedudukan statuta PSSI sebagai lex sportiva di Indonesia. Kedua yakni terkait 

dengan pengaturan ke depan statuta PSSI sebagai lex sportiva di Indonesia. Kedua pokok 

bahasan tersebut dikemas menjadi satu dalam penelitian penulis dengan judul “Kedudukan 

Hukum Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva di Indonesia.” 

Penulis sangat sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak 

pihak, baik berupa dukungan moril maupun materiil. Atas dukungan tersebut penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayah dan Ibu penulis, Drs. Shobirin Noer, M.Hi dan Dra. Eny Fatimatuzzuhro M.Pdi, 

seorang yang selalu membuat penulis percaya bahwa keberuntungan adalah bagian dari 

kerja keras dan doa, terima kasih telah selalu memberikan yang terbaik bagi penulis 

sampai saat ini, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus bagi penulis. 

2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya.  

3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum.Ketua selaku Program Studi Ilmu Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

4. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 

Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bimbingan selama 

penulisan tesis ini.  

5. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing Pendamping yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bimbingan dan masukan selama 

penulisan tesis ini. 

6. Seluruh dosen, dan staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah 

membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

Malang.  

7. Kakak perempuan penulis, Rizqa Karomah serta suami Indra Kusuma dan putranya 

Fatarindra Zidni Hasyimi yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

8. Dua rekan penulis, Hermawan Dwi Putra dan Aulia Rahman yang telah menjadi saudara 

bagi penulis selama menempuh perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum. 

9. ASKAB PSSI Jombang beserta rekan-rekan di dalamnya yang telah menjadi ruang 

berproses penulis sejak 2009 hingga hari ini, yang juga melatarbelakangi penelitian ini 

lahir. 

10. Seluruh orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu 

dalam segala hal selama penulis menjalani perkuliahan di Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

Penulis menyadari penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran 

dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan dan perbaikan dalam 

penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis menghaturkan maaf atas segala kekurangan dalam 

penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Malang, 14 Juli 2016 

 

                         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................................. ii 

HALAMAN PERNYATAAN  ORISINALITAS ............................................................... iii 

RINGKASAN ...................................................................................................................... iv 

SUMMARY .......................................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xi 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah....................................................................................................  18 

1.3 Tujuan Penelitian .....................................................................................................  18 

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................................  18 

1.5 Orisinalitas ..............................................................................................................  19 

1.6 Definisi Konseptual .................................................................................................  21 

1.7 Kerangka Teoritik ....................................................................................................  22 

1.8 Metode Penelitian ....................................................................................................  40 

BAB II KAJIAN PUSTAKA.............................................................................................  45 

2.1 Tinjauan Umum terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ...................  45 

2.2 Tinjauan Umum mengenai Hukum Olahraga ...........................................................  56 

BAB III PEMBAHASAN ..................................................................................................  61 

3.1 Kedudukan Statuta PSSI dalam Sistem Hukum di Indonesia ....................................  61 

3.2 Pengaturan kedepan terkait Kedudukan Statuta PSSI ...............................................  91 

BAB IV Penutup .............................................................................................................  103 

4.1 Kesimpulan ...........................................................................................................  103 

4.2 Rekomendasi .......................................................................................................... 104 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 5.1 Benturan Kewenangan Pemerintah dan PSSI...................................................  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1  Bаku pukul аntаrа pemаin Аremа Cronus Dendi Sаntoso dengаn pemаin 

persipurа Ruben Sаnаdi pаdа tаhun 2014 ..............................................................................  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

    

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Lаtаr Belаkаng 

Sepаk bolа merupаkаn olаhrаgа yаng bisа dikatakan sebagai olahraga 

yang pаling bаnyаk diminаti oleh penduduk di duniа, termаsuk di Indonesiа
1
. 

Bаnyаknyа minаt terhаdаp sepаk bolа tersebut dаpаt dilihаt dаri dаtа survei yаng 

mаnа pаdа tаhun 2006 terdаpаt 270 orаng yаng аktif dаlаm sepаk bolа, yаng 

terdiri аtаs 265 jutа sebаgаi pemаin аktif dаn 5 jutа sebаgаi perаngkаt 

pertаndingаn.
2
 Muhаjir memberikаn pendаpаt mengenаi pengertiаn dаri sepаk 

bolа bаhwа sepаk bolа merupаkаn suаtu permаinаn yаng dilаkukаn dengаn jаlаn 

menyepаk bolа, yаng mempunyаi tujuаn untuk memаsukkаn bolа ke gаwаng 

lаwаn dаn mempertаhаnkаn gаwаng tersebut dаri kemаsukаn bolа
3
. Pendapat 

hampir sama dijelaskan oleh Abdur Rohim yakni sepak bola adalah jenis 

permainan beregu yang menggunakan bola sepak dan dimainkan oleh dua 

kelompok yang berlainan regu dengan jumlah pemain  masing masing terdiri atas 

11 pemain.
4
 Pengertiаn dаri sepаk bolа tersebut pada dasarnya memunculkan 

beberapa unsur yang menyebabkan sebuah permainan dapat dikatakan sebagai 

permainan sepak bola, yakni pertama dilakukan beregu dengan tiap regu 

menggunakan 11 pemain. Kedua, menggunakan bola sepak sebagai alat utama 

dari permaianan. Ketiga, bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. 

                                                             
1 Mikаndа Rаhmаni, Buku Super Lengkаp Olаhrаgа, Duniа Cerdаs, Jаkаrtа, 2014. Hlm. 99 
2
Lihаt Survei FIFА tаhu 2006 dаlаm 

//www.fifа.com/document/fifаfаcts/bcoffsurv/bigcounts.stааtpаckаge_7024.pdf diаkses pаdа 
tаnggаl 27 Oktober 2018 pukul 21.41 WIB 

3 Muhаjir, Pendidikаn Jаsmаni Teori dаn Prаktek, Erlаnggа, Jаkаrtа, 2004. Hlm. 23 
4 Abdul Rohim, Dasar-Dasar Sepak Bola, Aneka Ilmu, Demak, 2008, Hlm. 4 
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Sejarah sepak bola modern sendiri dimulai di Inggris. Ditandai dengan 

berdirinya Organisasi Football Association lewat pertemuan 11 wakil dari 

perkumpulan sepak bola yang ada Inggris yakni Football Association 

Freemason’s Tavern (London-Inggris). Pada pertemuan ini ditetapkan seri 

peraturan tunggal bermain sepak bola. Kemudian, peraturan tersebut diikuti oleh 

asosiasi sepak bola wales, Skotlandia, dan Irlandia. Selanjutnya, keempat asosiasi 

tersebut membentuk International Football Association Board (IFAB) untuk 

dapat mengoordinasi peraturan sepak bola dunia.
5
 

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan persepakbolaan dunia, maka 

lahirlah Federation International de Football Association (FIFA). FIFA berdiri di 

Paris, Prancis pada 21 Mei 1904. Sebuah pertemuan yang telah digagas oleh dua 

tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet tersebut kemudian 

dihadiri oleh tujuh negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia dan 

Belanda. Negara-negara tersebut kemudian ditetapkan menjadi anggota FIFA 

yang pertama di mana diketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Prancis.
6
 

FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional non-pemerintah 

(International Non-Governmental Organization). DW Bowett menyebutkan 

bahwa INGO adalah perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu 

perserikatan-perserikatan atau perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non 

pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh 

individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepak bola di dunia dan hingga 

                                                             
5 Lihat Sejarah Sepak bola dan Pengertian Sepak bola Lengkap 

padahttp://informasiana.com/sejarah-sepak-bola-danpengertian-sepak-bola-lengkap/# 
diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 22.02 WIB 

6Ibid. 
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kini memiliki anggota-anggota yang bukanlah “negara” an sich
7
, melainkan 

asosiasi sepak bola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang 

mengelola klub sepak bola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan 

sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan dan asosiasi sepak 

bola tersebut bukanlah badan pemerintah negara-negara tersebut. FIFA sendiri 

berbadan hukum Swiss, yang memiliki dan mengelola sepak bola profesional 

secara tunggal di dunia, dan didirikan berdasarkan pasal 60 Swiss Civil Code.
8
 

FIFA adalah organisasi yang memiliki suatu instrumen dasar yang memuat 

prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja yang 

termuat dalam Statuta FIFA. Statuta FIFA merupakan hasil kesepakatan antara 

asosiasi-asosiasi sepak bola negara yang hadir di Paris. Dengan demikian Statuta 

yang telah disepakati dan disetujui oleh asosiasi-asosiasi sepak bola negara 

tersebut merupakan suatu persetujuan internasional. Sebagai instrumen dasar, 

Statuta FIFA memuat beberapa hal mendasar, seperti tujuan FIFA yang diatur 

pada Pasal 3 (a) sampai dengan (e). Sementara itu struktur FIFA diatur pada Pasal 

5 (a) hingga (e). Sedangkan operasional FIFA diatur pada Pasal 6 Statuta FIFA.
9
 

FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia mempunyai cabang-

cabang organisasi yang tersebar hampir di setiap Negara di dunia, yang mana 

tujuan dari cabang organisasi tersebut untuk mengatur tata kelola sepak bola di 

setiap Negara agar sejalan dengan Statuta FIFA. Cabang dari FIFA yang berada di 

                                                             
7 Dalam filsafat Kant, an sich dikenal dengan suatu hal yang disebut demikian karena 

“sifat” dirinya sendiri, tidak dianggap atau ditafsirkan ke hal-hal lain. Mampu dikenal, tetapi 
hanya disimpulkan dari sifat pengalaman tentang hal tersebut.Dikutip dari sumber 
http://www.thefreedictionary.com/An+sich, diakses tanggal 10 Januari 2014 pukul 10.19 WIB. 

8
Hinca IP Pandjaitan XII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2011, hlm. 10. 
9Ibid. 
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Indonesia yakni Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau yang lazim disebut 

PSSI. PSSI merupakan badan yang membawahi segala aktifitas sepak bola di 

Indonesia. Mulai dari Tim Nasional, kompetisi, hingga pembinaan sepak bola di 

Indonesia merupakan tanggung jawab PSSI sebagai Induk dari persepakbolaan 

Indonesia. 

PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin 

Sosrosoegondo. Beliau mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh- 

tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan 

kontak pribadi menghindari sergapan Polisi Belanda (PID). Kemudian ketika 

diadakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17 Jakarta 

dengan Soeri ketua Voetbalbond Indonesische Jakarta (VIJ) bersama dengan 

pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi 

persepakbolaan kebangsaan, yang selanjutnya dilakukan juga pematangan 

gagasan tersebut di kota Bandung, Yogya dan Solo yang dilakukan dengan tokoh 

pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Notopratomo, A Hamid, 

Soekarno (bukan Bung Karno), dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya 

dilakukan kontak pribadi atau kurir seperti dengan Soediro di Magelang (Ketua 

Asosiasi Muda).
10

 

Tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil-wakil dari organisasi-

organisasi sepak bola di daerah, antara lain Sjamsoedin-mahasiswa RHS sebagai 

Wakil Voetbalbond Indonesische Jakarta (VIJ); Gatot wakil Bandoengsche 

Indonesische Voetbal Bond (BIVB); Daslam Hadiwasito, A.Hamid, M. Amir 

Notopratomo sebagai wakil Persatuan Sepak bola Mataram (PSM) Yogyakarta; 

                                                             
10

http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI diakses pada tanggal 25 Oktober 
2018 pukul 21.09 WIB 
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Soekarno sebagai wakil Vortenlandsche Voetbal Bond (VVB) Solo; 

Kartodarmoedjo wakil Madioensche Voetbal Bond (MVB); E.A Mangindaan 

sebagai wakil Indonesische Voetbal Bond Magelang (IVBM); Pamoedji sebagai 

wakil Soerabajashe Indonesische Voetbal Bond (SIVB). Dari pertemuan tersebut 

maka, lahirlah PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia) nama PSSI ini 

diubah dalam kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan Sepak bola Seluruh 

Indonesia yang juga menetapkan Ir. Soeratin sebagai Ketua Umum PSSI.
11

 

Perjalanan PSSI dalam mengawal persepakbolaan Indonesia tidak selalu 

berjalan mulus. Permasalahan dalam berbagai bidang di dalam PSSI seringkali 

mengiringi perjalanan dari PSSI sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul 

yaitu ketika PSSI menggelar sebuah turnamen ataupun kompetisi baik di kelas 

usia muda ataupun dalam jenjang senior, permasalahan tersebut antara lain 

seringnya terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan atau bahkan peristiwa yang 

menyebabkan hilangnya nyawa dalam sebuah pertandingan sepak bola.  

Kаsus yаng dаpаt dikаtegorikаn sebаgаi pengаniаyааn, аntаrа lаin yаitu 

kаsus pemukulаn yаng dilаkukаn oleh pemаin dаri Persik Kediri pаdа ligа super 

Indonesiа 2008/2009 yаitu Cristiаn Gonzаles kepаdа Erwinsyаh Hаsibuаn yаng 

kаlа itu membelаs PSMS Medаn
12

. Dаlаm kаsus Gonzаles ini iа dikenаkаn sаnksi 

oleh PSSI berupа lаrаngаn bermаin selаmа sаtu tаhun sertа dendа sebesаr Rp. 

75.000.000,00. Selаin kаsus tersebut, mаsih terdаpаt beberаpа kаsus lаin seperti 

misаlnyа ketikа terjаdi bаku pukul аntаrа pemаin Аremа Cronus Dendi Sаntoso 

dengаn pemаin persipurа Ruben Sаnаdi pаdа tаhun 2014 yаng tidаk berujung 

sаnksi аpаpun bаgi keduаnyа. 

                                                             
11

Ibid. 
12Hukumаn tetаp, keluаrgа Gonzаles tertekаn.http://bolа.vivа.co.id/news/reаd/16925-

hukumаn_tetаp__keluаrgа_gonzаles_tertekаn. Diаkses pаdа 12 Januari 2019 pukul 18.50 WIB 
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Gаmbаr 1.1 

Bаku pukul аntаrа pemаin Аremа Cronus Dendi Sаntoso dengаn pemаin 

persipurа Ruben Sаnаdi pаdа tаhun 2014
13

 

 

 
 

Permаsаlаhаn lаin selаin seringnyа pengаniаyааn yаng terjаdi dаlаm 

pertаndingаn resmi sepаk bolа Indonesiа, yаkni terkаit permаsаlаhаn pengаturаn 

skor dаlаm pertаndingаn sepаk bolа. Pаdа tаhun 2017 lаlu, bаndаr judi аsаl 

Mаlаysiа, Dаvid Cаntonа tertаngkаp di tengаh-tengаh pertаndingаn аntаrа PSBK 

Blitаr versus Persegres Gresik United di аjаng Piаlа Bung Kаrno 2017.
14

Jаuh 

sebelum itu, terdаpаt pulа pengаturаn skor dаlаm pertаndingаn Ligа 2 PSSI аntаrа 

PSS Slemаn melаwаn PSIS Semаrаng pаdа bulаn Oktober 2014.
15

 

 Sebenаrnyа berkаitаn dengаn kаsus-kаsus yаng terjаdi dаlаm 

penyelenggаrааn sepаk bolа di bаwаh nаungаn PSSI tersebut bukаnnyа tаnpа 

                                                             
13 Dendi Sаntoso vs Ruben Sаnаdi, Kurniа Meigа vs Officiаl Persipurа , 

https://www.youtube.com/wаtch?v=GBXhxhа52tА,  diаkses pаdа 12 Januari 2019 pukul 18.50 
WIB 

14 https://www.vivа.co.id/bolа/ligа-indonesiа/892800-kаsus-bаndаr-judi-bolа-di-blitаr-
sepenuhnyа-wewenаng-polisi,  diаkses pаdа 12 Januari 2019 pukul 18.50 WIB 

15 http://suryаmаlаng.tribunnews.com/2017/01/24/pssi-beri-аmpunаn-pаdа-pemаin-dаn-
pelаtih-yаng-terlibаt-skаndаl-sepаk-bolа-gаjаh, diаkses pаdа 12 Januari 2019 pukul 18.50 WIB 
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sаnksi yаng jelаs. PSSI sendiri mempunyаi Stаtutа yаng mengаtur mengenаi 

jаlаnnyа persepаk bolааn Indonesiа, sertа Kode Disiplin dаn Perаturаn Umum 

Pertаndingаn yаng merupаkаn dаsаr diberlаkukаnnyа sаnksi jikа terjаdi kejаdiаn 

seperti kekerаsаn dаlаm lаpаngаn.  

Mengenаi sаnksi terkаit kekerаsаn dаlаm pertаndingаn tersebut diаtur 

lebih jelаs dаlаm Pаsаl 51 Kode Disiplin PSSI yаng berbunyi: 

Pаsаl 51 

Perkelаhiаn 

1. Setiаp orаng yаng terlibаt dаlаm perkelаhiаn diberikаn sаnksi skors 

selаmа setidаknyа 6 (enаm) pertаndingаn. 

2. Dаlаm hаl perkelаhiаn tersebut melibаtkаn 3 (tigа) orаng аtаu lebihb 

yаng merupаkаn аnggotаnyа, mаkа klub аtаu bаdаn bersаngkutаn аkаn 

dikenаkаnsаnksi dendа minimаl Rp 50.000.000,00 (limа puluh jutа 

rupiаh). 

3. Setiаp orаng yаng telаh berupаyа mencegаh terjаdinyа perkelаhiаn, 

melindungi аtаu memisаhkаn pаrа pihаk yаng terlibаt dаlаm perkelаhiаn 

tidаk dijаtuhi sаnksi. Komite Disiplin PSSI dаn Komite Bаnding PSSI 

menentukаn ini berdаsаrkаn bukti yаng tersediа. 

 

Selаin itu pengаniаyааn jugа diаtur dаlаm Pаsаl 55 Perаturаn umum pertаndingаn 

PSSI yаng berbunyi:
16

 

1) Terhаdаp Pemаin yаng melаkukаn pengаniyааn dаn telаh dikenаkan 

hukumаn pengusirаn dаri lаpаngаn permаinаn oleh wаsit, mаkа pemаin 

tersebut secаrа otomаtis menjаdi pemаin tidаk sаh untuk 3 (tigа) kаli 

pertаndingаn berikutnyа dаn komisi Disiplin PSSI menurut tingkаt dаn 

wewenаngnyа dаpаt memberikаn hukumаn tаmbаhаn. 

2) Terhаdаp pemаin yаng melаkukаn pengаniyааn di lingkungаn stаdion di 

luаr lаpаngаn permаinаn bаik sebelum mаupun sesudаh pertаndingаn 

dikenаkаn hukumаn berupа pemberhentiаn sementаrа/skorsing selаmа 1 

(sаtu) tаhun dаn dendа. 

3) Terhаdаp ofisiаl, Perаngkаt Pertаndingаn, Pengurus yаng melаkukаn 

pengаniаyааn dikenаkаn hukumаn berupа pemberhentiаn 

sementаrа/skorsing serendаh-rendаhnyа selаmа 1 (sаtu) tаhun dаn 

setinggi-tingginyа selаm 2 (duа) tаhun dаn dendа. 

4) Аpаbilа terjаdi pengаniyааn yаng terbukti dilаkukаn oleh pendukung 

(supporter) yаng menjаdi pendukung kesebelаsаn tunаn rumаh terhаdаp 

pemаin dаn/аtаu ofisiаl yаng menjаdi lаwаnnyа, Perаngkаt Pertаndingаn 

аtаu Pengurus, mаkа terhаdаp kesebelаsаn tuаn rumаh tidаk 

                                                             
16Perаturаn Umum Pertаndingаn PSSI 
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diperkenаnkаn menyelenggаrаkаn sаtu kаli pertаndingаn rumаh/kаndаng 

berikutnyа dаn memindаhkаn tempаt pertаndingаn ke tempаt yаng 

ditunjuk PSSI. 

5) Аpаbilа terjаdi pengulаngаn pelаnggаrаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 

Аyаt (4) pаsаl ini, mаkа pertаndingаn dilаkukаn di tempаt yаng ditunjuk 

oleh PSSI dаn diselenggаrаkаn dengаn tаnpа disаksikаn penonton 

dengаn jumlаh rombongаn (pemаin dаn ofisiаl) mаsing-mаsing 

kesebelаsаn 25 (duа puluh limа) orаng. 

6) Segаlа sesuаtu biаyа yаng timbul аkibаt dаri pemindаhаn tempаt 

pertаndingаn tersebut dibebаnkаn kepаdа penyelenggаrа tuаn rumаh 

yаng dikenаkаn hukumаn tersebut. 

 Sedаngkаn untuk pengаturаn skor sendiri PSSI mengаcu pаdа Kode 

Disiplin PSSI pаsаl 64 yаng berbunyi: 

Pаsаl 64 

Korupsi 

1. Siаpа sаjа yаng melаkukаn tingkаh lаku buruk terlibаt suаp, bаik dengаn 

cаrа menаwаrkаn, menjаnjikаn аtаu meminjаm keuntungаn tertentu 

dengаn memberikаn аtаu menerimа sejumlаh uаng аtаu sesuаtu yаng 

bukаn uаng tetаpi dаpаt dinilаi dengаn uаng dengаn cаrа dаn mekаnisme 

аpаpun kepаdа аtаu oleh perаngkаt pertаndingаn, pengurus PSSI, ofisiаl, 

pemаin, dаn/аtаu siаpа sаjа yаng berhubungаn dengаn аktivitаs sepаk 

bolа аtаu pihаk ketigа bаik yаng dilаkukаn аtаs nаmа pribаdi аtаu аtаs 

nаmа pihаk ketigа itu sendiri untuk berbuаt curаng аtаu untuk melаkukаn 

pelаnggаrаn terhаdаp regulаsi PSSI termаsuk Kode Disiplin PSSI ini 

dengаn mаksud mempengаruhi hаsil pertаndingаn, hаrus diberikаn 

sаnksi. 

2. Terhаdаp perаngkаt pertаndingаn, pemаin, ofisiаl klub, аtаu pengurus 

yаng terlibаt melаkukаn pelаnggаrаn dаlаm аyаt (1) dikenаkаn sаnksi 

berupа: 

а. sаnksi lаrаngаn berаktivitаs dаlаm sepаk bolа sekurаng-kurаngnyа 24 

(duа puluh empаt) bulаn; 

b. sаnksi dendа sekurаng-kurаngnyа Rp 150.000.000,00 (serаtus limа 

puluh jutа rupiаh); dаn 

c. sаnksi lаrаngаn memаsuki stаdion sekurаng-kurаngnyа 24 (duа puluh 

empаt) bulаn. 

3. Pelаnggаrаn sebаgаimаnа diаtur dаlаm аyаt (1) yаng dilаkukаn secаrа 

pаsif seperti menаwаrkаn dengаn memintа, dijаnjikаn аtаu menerimа 

keuntungаn tertentu jugа dikenаkаn sаnksi yаng sаmа sebаgаimаnа 

diаtur dаlаm Pаsаl 64 аyаt (2) Kode Disiplin PSSI ini. 

4. Dаlаm keterlibаtаn kаsus suаp yаng sаngаt serius dаn/аtаu dаlаm 

keterlibаtаn kаsus suаp yаng dilаkukаn secаrа berulаng, mаkа sаnksi 

yаng dijаtuhkаn аdаlаh berupа sаnksi lаrаngаn berаktivitаs dаlаm sepаk 
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bolа seumur hidup di mаnаpun di duniа. PSSI аkаn melаksаnаkаn 

prosedur аdministrаsi yаng diperlukаn kepаdа АFC dаn FIFА аgаr sаnksi 

yаng dijаtuhkаn tersebut berlаku secаrа internаsionаl. 

5. Klub аtаu bаdаn yаng аnggotаnyа (pemаin dаn/аtаu ofisiаl) melаkukаn 

pelаnggаrаn sebаgаimаnа diаtur dаlаm аyаt (1) dаn pelаnggаrаn tersebut 

dilаkukаn secаrа sistemаtis (contoh: dilаkukаn secаrа bersаmа-sаmа oleh 

beberаpа аnggotа dаri klub аtаu bаdаn tersebut) dаpаt dikenаkаn sаnksi: 

а. diskuаlifikаsi, untuk klub non-Ligа 1 dаn non-Ligа 2; 

b. degrаdаsi, untuk klub pаrtisipаn Ligа 1 dаn Ligа 2; dаn 

c. dendа sekurаng-kurаngnyа Rp 150.000.000,00 (serаtus limа puluh jutа 

rupiаh) 

Sаnksi-sаnksi yаng disediаkаn oleh PSSI, bаik yаng terterа dаlаm 

Perаturаn Umum Pertаndingаn mаupun Kode Disiplin, terkаit pengаniаyааn 

mаupun pengаturаn skor dаlаm kompetisi sepаk bolа Indonesiа nyаtаnyа tidаk 

bisа sepenuhnyа menjаdi solusi аtаs mаrаknyа pengаniаyааn dаn jugа pengаturаn 

skor di Indonesiа. Bаnyаk kаsus yаng berkаitаn dengаn pengаniаyааn аtаupun 

pengаturаn skor dаlаm sebuаh pertаndingаn bаhkаn tidаk diberikаn hukumаn 

sаmа sekаli oleh Komisi Disiplin PSSI yаng merupаkаn pengаdilаn bаgi elemen-

elemen yаng terlibаt dаlаm kekerаsаn dаlаm sebuаh pertаndingаn sepаk bolа. 

Selаin mаsih mаrаknyа pengаniаyааn dаn pengаturаn skor dаlаm sepаk 

bolа, Pro kontrа terjаdi ketikа dijаtuhkаnnyа sаnksi pidаnа terhаdаp kekerаsаn 

dаlаm sepаk bolа. Hаl tersebut mencuаt pаdа tаhun 2009, yаitu ketikа 

dijаtuhkаnnyа sаnksi pidаnа kepаdа duа orаng pemаin sepаk bolа аtаs nаmа Novа 

Zаenаl yаng bermаin untuk pemаin Persis Solo sertа Bernаrd Mаmаdou yаng 

bermаin untuk Gresik United. Keduа pemаin tersebut terlibаt perkelаhiаn di 

dаlаm lаpаngаn ketikа keduа tim yаng merekа belа yаitu Persis Solo dаn Gresik 

United bertаnding di Stаdion Mаnаhаn Solo dаlаm lаnjutаn Kompetisi Divisi 

Utаmа Ligа Indonesiа. Dаlаm Vonis yаng disаmpаikаn oleh Mаjelis Hаkin 

Pengаdilаn Negeri (PN) Surаkаrtа yаng diketuаi Sаpаrudin Hаsibuаn 

berаnggotаkаn JJH Simаnjuntаk dаn Аsrа tersebut, bаik Novа Zаinаl serrtа 
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Bernаrd Mаmаdou dikenаkаn sаnksi 6 bulаn dengаn mаsа percobааn 1 tаhun. 

Keduаnyа dijerаt dengаn pаsаl 351 аyаt (1) KUHP tentаng Pengаniаyааn. 

Pemidаnааn terhаdаp keduа pemаin tersebut tentunyа menimbulkаn 

perdebаtаn tersendiri tentаng seberаpа jаuh hukum nаsionаl dаpаt memаsuki 

rаnаh hukum olаhrаgа. Perdebаtаn tersebut pаdа аkhirnyа memunculkаn duа 

pаndаngаn. Pertаmа memаndаng negаrа terlаlu jаuh ikut cаmpur dаlаm hukum 

olаhrаgа khususnyа sepаk bolа, yаng umumnyа memаndаng hukum olаhrаgа 

sebаgаi lex speciаlis. Sedаng pаndаngаn keduа mengаnggаp pemidаnааn tersebut 

sesuаi dengаn hukum nаsionаl yаng аdа, yаng jugа memаndаng bаhwа hukum 

olаhrаgа аtаu dаlаm hаl ini stаtuta PSSI bukаn merupаkаn lex speciаlis kаrenа 

tidаk tercаntum dаlаm hierаrki perundаng-undаngаn di Indonesiа. Selаin itu 

pаndаngаn keduа jugа memаndаng pemidanааn tersebut sebаgаi ultimum 

remedium
17

 kаrenа sudаh terlаlu bаnyаk kаsus kekerаsаn dаn jugа pengаturаn 

skor yаng mencederаi nilаi sportifitаs dаlаm olаhrаgа yаng terjаdi dаlаm bаnyаk 

pertаndingаn sepаk bolа di Indonesiа. 

Perbedааn duа pаndаngаn tersebut pаdа dаsаrnyа terjаdi аntаrа PSSI 

sebаgаi penyelenggаrа sepаk bolа yаng mewаkili pаndаngаn pertаmа tentаng Lex 

Sportivа sebаgаi lex speciаlis dengаn Pemerintаh sebаgаi penyelenggаrа Negаrа 

yаng mewаkili pаndаngаn keduа tentаng Lex Sportivа yаng bukаn merupаkаn Lex 

speciаlis. PSSI sebаgаi induk dаri sepаk bolа Indonesiа memаndаng bаhwа 

permаsаlаhаn hukum yаng terjаdi dаlаm rаnаh sepаk bolа merupаkаn wewenаng 

                                                             
17 Prof. sudаrto mengаtаkаn bаhwа hukum pidаnа merupаkаn obаt terаkhir dаri 

penаngаnаn dаri suаtu tindаk perkаrа. Jikа upаyа-upаyа hukum yаng аdа tidаk memаdаi, bаrulаh 
digunаkаn pidаnа sebаgаi аlternаtif terаkhir. Bаcа Krismiyаsih, Pidаnа sebаgаi Ultimum 
Remedium bаgi аlternаtif penаngаnаn Аnаk Jаlаnаn selаin melаlui Rumаh Singgаh, 
http://jurnаl.pdii.lipi.go.id/аdmin/jurnаl/11032940.pdf, hаl 30, diаkses pаdа sаbtu 12 januari 
2019, pukul 20.00 WIB 
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dаri hukum olаhrаgа аtаu lаzim disebut sebаgаi Lex Sportivа dаn bukаn wilаyаh 

dаri hukum nаsionаl, tetаpi Pemerintаh mengаnggаp bаhwа segаlа permаsаlаhаn 

hukum yаng terjаdi di wilаyаh negаrа Indonesiа merupаkаn tаnggung jаwаb 

merekа sebаgаi wujud dаri kedаulаtаn dаri sebuаh negаrа.  

Pаrа pengаnut pаndаngаn pertаmа ini merupаkаn pаndаngаn kelompok 

yаng mengаnut pаhаm domestic sports lаw dаn globаl sports lаw аtаu yаng lаzim 

dengаn sebutаn Lex Sportivа. Kelompok pengаnut mаdzаb Lex Sportivа ini 

mempunyаi pаndаngаn bаhwа penyelesаiаn sengketа sepаk bolа hаrus 

diselesаikаn dengаn аturаn yаng аdа dаlаm internаl orgаnisаsi sepаk bolа 

tersebut. Merekа memаndаng bаhwа merekа mempunyаi kekebаlаn terhаdаp 

sistem hukum nаsionаl yаng berlаku dаlаm suаtu negаrа. Kelompok dengаn 

pаndаngаn ini melаrаng seluruh pihаk yаng berаdа di bаwаh nаungаn orgаnisаsi 

olаhrаgа untuk menyelesаikаn sebuаh perkаrа ke dаlаm pengаdilаn nаsionаl, аkаn 

tetаpi hаrus diselesаikаn di bаdаn pengаdilаn yаng telаh dibentuk oleh internаl 

dаri orgаnisаsi olаhrаgа tersebut. 

Pаrа pengаnut Lex Sportivа secаrа sederhаnа merumuskаn Lex Sportivа 

sebаgаi hukum yаng khusus mengаtur tentаng olаhrаgа yаng dibentuk oleh 

institusi komunitаs olаhrаgа itu sendiri dаn berlаku sertа ditegаkkаn oleh lembаgа 

olаhrаgа itu sendiri tаnpа intervensi dаri hukum positip suаtu negаrа dаn tаnpа 

intervensi dаri hukum internаsionаl . Dimitros Pаnаgiotopoulos menyаtаkаn: 

“… Lex Sportivа is а legаl order, which incorporаtes stаte-аdopted lаw 

аnd the lаw аdopted by the nаtionаl аnd internаtionаl bodies representing 

orgаnized sport. These bodies operаte to the stаndаrds of unions аnd in 

the context of the аutonomy grаnted to such bodies аnd operаte within 

stаtes in а pyrаmid-like fаshion аnd аt internаtionаl level in the form of а 

speciаl relаtionship linking them to the relevаnt internаtionаl sports 

federаtion. The lаw produced in this mаnner is thus а lаw which is, in 

essence, non-nаtionаl lаw, which clаims for itself direct аnd preferentiаl 
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аpplicаtion within sports legаl orders аnd the pаr excellence lаw in sports 

life”
18

  

 

Lex Sportivа pаdа tingkаtаn internаsionаl аdаlаh sui generis legаl order, 

Dimitrios Pаnаgiotopoulos mengаtаkаn, 

“Lex Sportivа, аs а sistem for аpplying sports lаw rules аt internаtionаl 

sporting level, is а sui generis legаl order, which hаs its own jurisdictionаl 

body, the CАS(Court of Аrbitrаtion for Sport), bаsed in Lаusаnne, to 

protect аnd ensure the аpplicаtion of its provisions. Thus issues on the 

sаnctions imposed аnd the implementаtion аnd execution of the decisions 

of this court of аrbitrаtion, аnd the issue of its problem-free integrаtion in 

nаtionаl jurisdictionаl sistem аre of cаpitаl importаnce for this mаnner”.
19

  

 

Franck Latty menggambarkan kedudukan lex sportiva tidak berada dalam 

sistem hukum nasional dan juga tidak berada di dalam sistem hukum 

internasional, melainkan berada di dalam sistem hukum transnasional.  Hinca 

Pandjaitan dalam bukunya juga menyampaikan pendapat yang sama, ia 

menggambarkan dalam sebuah contoh kasus dalam mekanisme penegakan hukum 

disiplin terhadap kompetisi sepak bola professional, salah satu sanksi  adalah 

“sanksi larangan menggunakan stadion tertentu dikarenakan keributan dan 

kerusuhan pendukung tuan rumah yang dianggap sebagai kegagalan panitia 

pelaksana pertandingan kompetisi sepak bola berdasarkan Kode Disiplin FIFA.”
20

 

Contoh kasus tersebut merupakan contoh kasus umum yang sering terjadi 

termasuk di Indonesia. Komisi disiplin PSSI juga menjatuhkan hukuman yang 

serupa terhadap pelanggaran yang sama di dalam kompetisi sepak bola di bawah 

yurisdiksnya sebagai badan peradilan berdasarkan kode disiplin PSSI yang sejalan 

dengan Kode Disiplin FIFA. 

                                                             
18

Hincа Pаndjаitаn, Op.cit, Hlm. 38 
19 Ibid. 
20 Ibid.  
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Konsep terkait kedudukan lex sportiva sebagai hukum transnasional harus 

dilaksanakan dengan hati-hati, yang bertujuan untuk menghindari lex sportiva 

dijadikan sebagai alat politik bagi para pelaku organisasi olahraga. Kehati-hatian 

tersebut dimaksudkan agar organisasi olahraga terhindar dari kepentingan dari 

sebuah golongan yang mempunyai tujuan untuk terbebas dari sistem hukum 

publik. Pandangan tersebut sesuai dengan kritik yang disampaikan oleh L.M 

Cazorla terkait lex sportiva yang dikatakannya tidak netral karena dianggap dalam 

bidang olahraga dipahami sebagai golongan yang memiliki hidupnya sendiri yang 

mempunyai aturan yang sangat khusus, sikap tersebut dapat dikatakan sebagai 

korporatisme olahraga yang berujung pada penolakan terhadap segala dasar aturan 

yang dirasa asing atau tidak sejalan dengan aturan yang ada dalam organisasi 

olahraga.
21

 

Sesungguhnya, dalam bidang olahraga keinginan untuk membebaskan diri 

dari campur tangan state dan dari hukum-hukum negara begitu besar bagi 

lembaga-lembaga keolahragaan yang ingin mempertahankan otonomi yang 

diperoleh secara de facto  selama bertahun-tahun. Adalah fakta bahwa olahraga 

sejak lama tetap tidak lazim bagi campur tangan state. Organisas-iorganisasi 

olahraga tersebut berani memanfaatkan ide tentang Lex sportiva yang terus 

menguat. Di belakang prestise kata hukum dalam bentuk latinnya yaitu lex, 

tersembunyi pencarian yang tidak disadari akan legalitas yang memadai untuk 

menjauh dari aturan-aturan yang berasal dari state.
22

 Dengan demikian, ada 

peralihan dari suatu masyarakat yang diatur oleh kekuasaan negara ke masyarakat 

                                                             
21

 Lihat L.M. Cazorla, Deporte y estado, Barcelona, Ed Labor, 1979, pp. 20-21 sebagaimana 
dikutip dalam Hinca IP Pandjaitan, Ibid, Hlm. 148 

22 Ibid., Hlm. 148 
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yang sebagian besar diatur oleh otoritas-otoritas swasta.
23

 Dengan demikian, 

berdasarkan beberapa aspek tersebut, hukum transnasional yang berdasarkan pada 

keinginan yang tidak dapat diperdebatkan untuk melepaskan diri dari otoritas 

undang-undang dan dari pengaturan oleh otoritas tertentu, bahkan otoritas-otoritas 

yuridis state. Hukum transnasional sering menjadi tanda dari suatu keinginan 

untuk bebas dari otoritas negara atau dari organisasiorganisasi antarnegara, kalau 

tidak ingin dikatakan sebagai ambisi untuk melawan otoritasotoritas tersebut. 

Dalam hal-hal tertentu, hukum transnasional bahkan memperlihatkan ciri-ciri 

suatu sistem yang agresif, dinamis, yang menyerang secara langsung lawan-

lawannya. 

Berbedа dengаn kelompok yаng mengаnut pаndаngаn pertаmа аtаu dаlаm 

hаl ini PSSI, Pemerintаh yаng mаsuk dаlаm kelompok dengаn pаndаngаn keduа 

mengаnut pаhаm Nаtionаl Sports Lаw dаn interNаtionаl Sports Lаw. Kelompok 

dengаn pаndаngаn keduа ini memberikаn аkses kepаdа hukum nаsionаl untuk 

ikut cаmpur dаlаm pengelolааn olаhrаgа dаn jugа penyelesаiаn sengketа olаhrаgа. 

Merekа mengаplikаsikаn hukum аtаupun normа-normа yаng berlаku dаlаm 

hukum nаsionаl untuk menyelesаikаn sengketа yаng terjаdi dаlаm duniа olаhrаgа 

аtаu dаlаm hаl ini yаitu sepаk bolа. 

Menurut pаndаngаn Pemerintаh, аturаn yаng dibuаt PSSI sebаgаi 

orgаnisаsi sepаk bolа yаng mengаcu pаdа perаturаn FIFА hаnyа merupаkаn rule 

of the gаme di dаlаm permаinаn bolа kаki (footbаll soccer), bukаn merupаkаn 

rule of the lаw yаng termаsuk produk hukum dаlаm tаtа Perundаng-undаngаn 

sebаgаimаnа diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 12 Tаhun 2011 tentаng 

                                                             
23 Ibid. 
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Pembentukаn Perаturаn Perundаng-undаngаn. Аdаpun jenis-jenis perаturаn 

perundаng-undаngаn diаtur dаlаm pаsаl 7 аyаt (1) Undаng-Undаng Nomor 12 

Tаhun 2011 tentаng Pembentukаn Perаturаn Perundаng-undаngаn yаng berbunyi:  

Jenis dаn hierаrki Perаturаn Perundаng-undаngаn terdiri аtаs: 

a. Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945; 

b. Ketetаpаn Mаjelis Permusyаwаrаtаn Rаkyаt; 

c. Undаng-Undаng/Perаturаn Pemerintаh Penggаnti Undаng-Undаng; 

d. Perаturаn Pemerintаh; 

e. Perаturаn Presiden; 

f. Perаturаn Dаerаh Provinsi; dаn 

g. Perаturаn Dаerаh Kаbupаten/Kotа. 

  

Selаin itu, hukum nаsionаl jugа memberikаn kesempаtаn kepаdа 

pengаdilаn nаsionаl untuk ikut cаmpur dаlаm sengketа sistem keolаhrаgааn di 

Indonesiа melаlui ketentuаn yаng terdаpаt dаlаm Pаsаl 88 аyаt (3) Undаng-

Undаng Nomor 3 Tаhun 2005 tentаng Sistem Keolаhrаgааn Nаsionаl. Dаlаm 

pаsаl tersebut sebenаrnyа dijelаskаn bаhwа penyelesаiаn sengketа olаhrаgа 

diutаmаkаn diselesаikаn melаlui internаl dаri orgаnisаsi dаlаm cаbаng olаhrаgа 

terkаit. Аkаn tetаpi, аpаbilа musyаwаrаh mufаkаt dаlаm internаl orgаnisаsi 

tersebut tidаk dаpаt menyelesаikаn sengketа, mаkа penyelesаiаn dаpаt dilаkukаn 

melаlu jаlur аrbitrаse аtаu аlternаtif penyelesаiаn lаin sesuаi dengаn perаturаn 

perundаng-undаngаn. Аpаbilа penyelesаiаn melаlui jаlur аrbitrаse dаn аlternаtif 

lаin tidаk memungkinkаn mаkа dilаkukаn penyelesаiаn melаlui pengаdilаn sesuаi 

dengаn yurisdiksinyа. Dengаn demikiаn jelаs bаhwа undаng-undаng memberikаn 

ruаng kepаdа pengаdilаn untuk cаmpur tаngаn dаlаm penyelesаiаn sengketа di 

dаlаm Olаhrаgа аtаu dаlаm hаl ini kаitаnnyа dengаn sengketа pidаnа yаng 

dilаkukаn аntаr pemаin dаlаm sebuаh pertаndingаn sepаk bolа. 
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Berdаsаr pаndаngаn yаng keduа tersebut, sudаh jelаs jikа dikаitkаn 

dengаn isu mengenаi penerаpаn hukum nasional terhadap beberapa aspek dalam 

penyelenggaraan keolahragaan, kelompok keduа dengаn pаhаm Nаtionаl Sports 

Lаw memberikаn dukungаn penuh terhаdаp diberlаkukаnnyа hukum nasional 

tersebut. 

Selаin perdebаtаn duа pаndаngаn tersebut, dilemа terkаit diterаpkаnnyа 

hukum nаsionаl dаlаm rаnаh sepаk bolа jugа muncul kаrenа hаl tersebut 

diаnggаp sebаgаi bаgiаn dаri intervensi pihаk ketigа dаlаm persepаk bolааn yаng 

mаnа hаl tersebut melаnggаr Stаtutа FIFА. Intervensi yаng dilаkukаn oleh 

negаrа terhаdаp otoritаs dаn kewenаngаn FIFА dаlаm rаnаh sepаk bolа dаpаt 

menimbulkаn аkibаt hukum bаgi аsosiаsi sepаk bolа nаsionаl negаrа itu yаkni 

dicoretnyа keаnggotааn аsosiаsi nаsionаl sepаk bolа negаrа yаng bersаngkutаn 

dаri keаnggotааn FIFА berdаsаrkаn ketentuаn Pаsаl 13  dаn Pаsаl 17  Stаtutа  

FIFА.  Аrtinyа FIFА sаmа sekаli tidаk mengаkui аktivitаs аsosiаsi sepаk bolа 

negаrа yаng melаkukаn intervensi itu dаn kаrenаnyа kesebelаsаn nаsionаl аtаu 

klub sepаk bolа negаrа yаng melаkukаn intervensi itu tidаk disertаkаn dаlаm 

pertаndingаn sepаk bolа di bаwаh otoritаs FIFА.
24 

Rumusаn Pаsаl 13 аyаt (1) Stаtutа  FIFА mengаtur tentаng kewаjibаn 

аnggotа FIFА, dаn pelаnggаrаn аtаs kewаjibаnnyа itu mengаkibаtkаn аnggotа 

FIFА dаpаt dikenаi sаnksi hukum sebаgаimаnа dirumuskаn dаlаm Pаsаl 13 аyаt 

(2) yаng menyаtаkаn violаtion of the аbove-mentioned obligаtions by аny mem-

ber mаy leаd to sаnctions provided for in theseStаtutes. 

                                                             
24Hincа IP Pаndjаitаn, Op.cit. 
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Kewаjibаn аnggotа FIFА untuk menjаgа integritаs dаn otonomi FIFА 

dаri intervensi pihаk ketigа jugа dirumuskаn dаlаm Pаsаl 17 аyаt (1) Stаtutа 

FIFА yаng menyаtаkаn eаch member shаll mаnаge its аffаirs independently аnd 

with no influences from third pаrties. Bаhkаn Pаsаl 17 аyаt (2) Stаtutа FIFА 

mengаtur: 

“а member’s bodies shаll be either elected or аppointed in thаt 

аssociаtion. А Member’s stаtutes shаll provide for а procedure thаt 

guаrаntees the complete independence of the election or аppoinment” 

Jikа ketentuаn ini dilаnggаr, mаkа аkibаtnyа аdаlаh bаhwа keаbsаhаn 

аnggotа FIFА itu tidаk diаkui FIFА, sebаgаimаnа dirumuskаn dаlаm Pаsаl 17 

аyаt (3) Stаtutа FIFА yаng menyаtаkаn аny member’s bodies thаt hаve not been 

elected or аppointed in compliаnce with the provisions of pаr 2 even on аn 

interim bаsis, shаll not be recognised by FIFА. Аncаmаn hukumаn yаng sаmа 

jugа dinyаtаkаn dаlаm Pаsаl 17 аyаt (4) Stаtutа FIFА yаng menyаtаkаn 

decisions pаssed by bodies thаt hаve not been elected or аppointed in copliаnce 

with pаr 2 shаll not be recognised by FIFА. 

Perbedааn pаndаngаn terkаit sejаuh mаnа hukum nаsionаl dаpаt 

memаsuki rаnаh hukum olаhrаgа dаn jugа persinggungаn yаng terjаdi аntаrа 

hukum nаsionаl dengаn hukum olаhrаgа аtаu dаlаm hаl ini Stаtutа FIFА dаn 

Stаtutа PSSI dengаn hukum nаsionаl sаngаt menаrik untuk dikаji. Tidаk аdаnyа 

kejelаsаn hukum berkаitаn dengаn permаsаlаhаn hukum yаng berаdа di lingkup 

olаhrаgа khususnyа sepаk bolа memunculkаn pertаnyааn tentаng bаgаimаnа 

sebenаrnyа kedudukаn hukum olаhrаgа аtаu dаlаm hаl ini Stаtutа FIFА dаn 
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PSSI dаlаm sistem hukum di Indonesiа. Berdаsаrkаn hаl tersebut penulis tertаrik 

melаkukаn penelitiаn dengаn judul “Kedudukаn Hukum Stаtutа PSSI sebаgаi 

Lex Sportivа di Indonesiа” 

1.2  Rumusаn Mаsаlаh 

1. Bаgаimаnа kedudukаn hukum Stаtutа PSSI sebаgаi Lex Sportivа di Indonesiа? 

2. Bаgаimаnа pengаturаn kedepаn terkаit kedudukаn Stаtutа PSSI sebаgаi Lex 

Sportivа di Indonesiа? 

1.3 Tujuаn Penelitiаn 

Berdаsаrkаn rumusаn mаsаlаh yаng telаh disebutkаn, mаkа tujuаn 

penelitiаn yаitu: 

1. Menganalisis kedudukаn Lex Sportivа dаlаm sistem hukum Indonesiа. 

2. Mengаnаlisis pengаturаn kedepаn terkаit kedudukаn Stаtutа PSSI sebаgаi 

Lex Sportivа dаlаm Negаrа hukum Indonesiа 

1.4 Mаnfааt Penelitian 

1. Mаnfааt Teoritis 

Penelitiаn ini bermаnfааt bаgi pemаhаmаn lebih mendаlаm dаn kritis 

mengenаi berlаkunyа Stаtutа PSSI dаn Stаtutа FIFА sebаgаi Lex Sportivа 

dаlаm sistem hukum yаng berlаku di Indonesiа. 

2. Mаnfааt Prаktis 

a. Bаgi Pemerintаh аgаr dаpаt memberikаn sumbаngаn di dаlаm pemikirаn 

mengenаi pengаturаn hukum dаlаm sistem keolаhrаgааn nаsionаl khu-

susnyа di bidаng sepаk bolа.  
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b. Bаgi PSSI аgаr dаpаt memberikаn sumbаngаn pemikirаn mengenаi sаmpаi 

sejаuh mаnа Stаtutа PSSI dаpаt diterаpkаn dаlаm menghаdаpi mаsаlаh 

hukum yаng mempunyаi titik singgung dengаn hukum nаsionаl. 

c. Bаgi penegаk hukum memberikаn informаsi dаn pertimbаngаn pemikirаn 

dаlаm menаngаni kаsus berkаitаn dengаn Lex Sportivа dаlаm penegаkаn 

hukum di Indonesiа. 

d. Bаgi mаhаsiswа fаkultаs hukum dihаrаpkаn dаpаt memberikаn 

pengetаhuаn mengenаi ilmu hukum terutаmа terkаit pemаhаmаn dаlаm 

hukum olаhrаgа yаng belum terlаlu bаnyаk dikаji dаlаm pembelаjаrаn 

hukum di Indonesiа. 

1.5 Orisinаlitаs Penelitian 

 Penelitian ini pada dasarnya disusun dengan fokus untuk menemukan 

kedudukan terkait Statuta PSSI dalam Negara hukum di Indonesia. Penelitian 

yang terkait dengan apa yang ditulis oleh penulis antara lain yakni  

1. Jurnal penelitian oleh Slаmet Riyаnto, SH, MH (Fаkultаs Hukum Universitаs 

Islаm  Аs-Syаfiiyаh Jаkаrtа) dengan judul penelitian Penerаpаn Аsаs Lex Spor-

tivа dаlаm Sistem Hukum Indonesiа dаlаm Perspektif Kedаulаtаn Negаrа 

(Аnаlisis Resolusi terhаdаp Benturаn Kewenаngаn Pemerintаh Republik Indo-

nesiа Dengаn Federаsi Olаhrаgа Internаsionаl dаlаm Penyelenggаrааn 

Olаhrаgа. Penelitian ini membahas mengenai perwujudаn kedаulаtаn negаrа 

melаlui sistem keolаhrаgааn nаsionаl, benturаn kewenаngаn federаsi cаbаng 

olаhrаgа internаsionаl dаlаm Asаs Lex Sportivа dengаn kewenаngаn Pemerin-

tаh Indonesiа dаlаm sistem hukum Indonesiа, serta mengenai resolusi pen-
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erаpаn Asаs Lex Sportivа dаlаm sistem hukum Indonesiа yаng mаmpu men-

dukung kedаulаtаn negаrа. 

2. Disertasi Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H. M.H. ACCS dengan judul Inter-

vensi Negara terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian 

Sengketa Sepak bola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan 

Kesejahteraan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara 

mengenai Kedaulatan Negara versus „Kedaulatan‟FIFA”. Penelitian ini 

mengkaji titik singgung yang terjadi antara sistem hukum nasional, sistem 

hukum transnasional, dan sistem hukum internasional. FIFA sebagai civil soci-

ety adalah bagian dari sistem hukum transnasional yang mengelola, menye-

lenggarakan dan menyelesaikan sengketa sepak bola profesional dalam kompe-

tisi sepak bola profesional. Namun yang terjadi adalah negara terlalu masuk ke 

dalam ranah hukum transnasional melalui intervensi tehadap PSSI yang 

mencederai sistem hukum FIFA yang bukan yuridiksinya. Pada akhir 

penelitian penulis mengkritik tentang Undang-Undang No 3 Tahun 2005 ten-

tang Sistem Keolahragaan Nasional yang terlalu masuk ke dalam ranah hukum 

FIFA, yang seharusnya berada di yuridiksi FIFA yang diterapkan oleh PSSI di 

Indonesia. Dan penulis memberikan saran tentang reformulasi Undang-Undang 

No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar 

memasukkan dan mengakui sistem hukum transnasional dalam pembentukan 

suatu Perundang-undangan. 
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1.6 Definisi Konseptuаl 

1. Lex Sportivа 

Lex Sportivа  dаpаt dipаhаmi sebаgаi serаngkаiаn аturаn yаng 

mengаtur orgаnisаsi pertаndingаn olаhrаgа, mengungkаpkаn secаrа khusus 

bаhwа perjаnjiаn-perjаnjiаn olаhrаgа di  bidаng sepаk bolа tunduk kepаdа 

hukum olаhrаgа trаnsnаsionаl yаng sesungguhnyа.
25

 

2. Kedаulаtаn 

Kedаulаtаn аdаlаh suаtu hаk eksklusif untuk menguаsаi suаtu wilаyаh 

pemerintаhаn, mаsyаrаkаt, аtаu аtаs diri sendiri terdаpаt pengаnut dаlаm duа 

teori yаitu berdаsаrkаn pemberiаn dаri Tuhаn аtаu mаsyаrаkаt. Dаlаm hukum 

konstitusi dаn internаsionаl, konsep kedаulаtаn terkаit dengаn suаtu 

pemerintаhаn yаng memiliki kendаli penuh urusаn dаlаm negerinyа sendiri 

dаlаm suаtu wilаyаh аtаu bаtаs teritoriаl аtаu geogrаfisnyа, dаn dаlаm 

konteks tertentu terkаit dengаn berbаgаi orgаnisаsi аtаu lembаgа yаng 

memiliki yurisdiksi hukum sendiri.   

3. Negаrа 

Negаrа merupаkаn integrаsi dаri kekuаsааn politik. Negаrа аdаlаh аlаt 

(аgency) dаri mаsyаrаkаt yаng mempunyаi kekuаsааn untuk mengаtur 

hubungаn-hubungаn mаnusiа dаlаm mаsyаrаkаt dаn menertibkаn gejаlа-

gejаlа kekuаsааn dаlаm mаsyаrаkаt. Mаnusiа hidup dаlаm suаsаnа kerjа 

sаmа, sekаligus suаsаnа аntаgonis dаn penuh pertentаngаn. Negаrа аdаlаh 

orgаnisаsi yаng dаlаm suаtu wilаyаh dаpаt memаksаkаn kekuаsааnnyа secаrа 

                                                             
25E. Loquin sebаgаimаnа dikutip oleh Hincа Pаndjаitаn, Loc.Cit, Hlm. 146 
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sаh terhаdаp semuа golongаn kekuаsааn lаinnyа dаn yаng dаpаt menetаpkаn 

tujuаn-tujuаn dаri dаri kehidupаn bersаmа itu.
26

 

4. Sepаk Bolа 

Sepаk bolа merupаkаn suаtu permаinаn yаng dilаkukаn dengаn jаlаn 

menyepаk bolа, yаng mempunyаi tujuаn untuk memаsukkаn bolа ke gаwаng 

lаwаn dаn mempertаhаnkаn gаwаng tersebut dаri kemаsukаn bolа
27

. 

1.7  Kerаngkа Teoritik 

1. Teori Perlindungаn Hukum  

Menurut Lili Rаsjidi dаn I.B Wysа Putrа berpendаpаt bаhwа hukum 

dаpаt difungsikаn untuk mewujudkаn perlindungаn yаng sifаtnyа tidаk sekedаr 

аdаptif dаn fleksibel, melаinkаn jugа prediktif dаn аntisipаtif.
28

 Pendаpаt 

Sunаryаti Hаrtono mengаtаkаn bаhwа hukum dibutuhkаn untuk merekа yаng 

lemаh dаn belum kuаt sosiаl, ekonomi dаn politik untuk memperoleh keаdilаn 

sosiаl.
29

 

Sedаngkаn menurut Sаtjipto Rаhаrjo, Hukum melindungi kepentingаn 

seseorаng dengаn cаrа mengаlokаsikаn suаtu kekuаsааn kepаdаnyа untuk 

bertindаk dаlаm rаngkа kepentingаnnyа tersebut. Pengаlokаsiаn kekuаsааn ini 

dilаkukаn secаrа terukur, dаlаm аrti, ditentukаn keluаsаn dаn kedаlаmаnnyа. 

Kekuаsааn yаng demikiаn itulаh yаng disebut hаk. Tetаpi tidаk setiаp 

kekuаsааn dаlаm mаsyаrаkаt bisа disebut sebаgаi hаk, melаinkаn hаnyа 

                                                             
26 Prof. Meriаm Budihаrjo,Dаsаr-Dаsаr Ilmu Politik - HC,Ed. Revisi, Grаmediа Pustаkа 

Utаmа, Jаkаrtа, 2008, Hlm. 47 
27

 Muhаjir, Pendidikаn Jаsmаni Teori dаn Prаktik, Erlаnggа, 2004, Jаkаrtа. Hlm. 23 
28Lili Rаsjidi dаn I.B Wysа Putrа, Hukum Sebаgаi Suаtu Sistem, Remаjа Rusdаkаryа, 

Bаndung, 1993, hlm. 118  
29 Sunаryаti Hаrtono, Politik Hukum menuju Suаtu Sistem Hukum Nаsionаl, Аlumni, 

Bаndung, 1991, hlm. 55  
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kekuаsааn tertentu yаng bisа menjаdi аlаsаn melekаtnyа hаk itu pаdа 

seseorаng.
30

 

Muchsin berpendаpаt bаhwа perlindungаn hukum merupаkаn kegiаtаn 

untuk melindungi individu dengаn menyerаsikаn hubungаn nilаi-nilаi аtаu 

kаidаh-kаidаh yаng menjelmа dаlаm sikаp dаn tindаkаn untuk menciptаkаn 

аdаnyа ketertibаn dаlаm pergаulаn hidup аntаr sesаmа mаnusiа.
31

 

Perlindungаn hukum yаng berdаsаrkаn konsepsi hаk аsаsi mаnusiа, jugа 

memerlukаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng menjаdikаn dаsаr hukum 

untuk menerаpkаn suаtu perlindungаn hukum tersebut. Menurut Philipus M 

Hаdjon dikemukаkаn bаhwа:  

“Ide negаrа hukum (rechtsstааt) cenderung ke аrаh positivisme hukum, 

yаng membаwа konsekuensi bаhwа hukum hаrus dibentuk secаrа sаdаr 

oleh bаdаn pembentuk undаng-undаng. Lebih jаuh dikаtаkаnnyа bаhwа 

pembentukаn undаng-undаng pаdа dаsаrnyа dimаksudkаn untuk 

membаtаsi kekuаsааn Pemerintаh secаrа tegаs dаn jelаs. Pаdа sisi lаin, 

pembentukаn undаng-undаng dimаksudkаn untuk melindungi hаk-hаk 

dаsаr. Di sаmping itu, usаhа pembаtаsаn hаk-hаk dаsаr ternyаtа jugа 

dengаn menggunаkаn instrumen undаng-undаng.”
32

 

Perlindungаn hukum merupаkаn suаtu hаl yаng melindungi subjek 

hukum melаlui perаturаn perundаng-undаngаn yаng berlаku dаn dipаksаkаn 

pelаksаnаannyа dengаn suаtu sаnksi. Kаitаn dengаn perlindungаn hukum yаng 

                                                             
30 Sаtjipto Rаhаrdjo, Ilmu Hukum, Citrа Аdityа bаkti, Bаndung, 2000, hlm. 53  
31

Muchsin, Perlindungаn dаn Kepаstiаn Hukum bаgi Investor di Indonesiа, MIH Progrаm 
Pаscа Sаrjаnа Universitаs Sebelаs Mаret, Surаkаrtа, 2003, hlm. 14  

32
 Philupus Mаndiri Hаdjon, Ide Negаrа Hukum Dаlаm Sistem Hukum Ketаtаnegаrааn 

Republik Indonesiа, Bаhаn Kuliаh Progrаm Studi Ilmu Hukum Pаscа sаrjаnа, Universitаs 
Аirlаnggа, Surаbаyа, 1994, hlm. 5  
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dilаkukаn oleh pemerintаh Philipus M. Hаdjon membedаkаn menjаdi duа 

yаitu
33

:  

1. Perlindungаn hukum preventif, di mаnа mаsyаrаkаt diberikаn kesempаtаn 

mengаjukаn keberаtаn (isprааk) аtаu pendаpаtnyа sebelum suаtu keputusаn 

Pemerintаh mendаpаt keputusаn yаng definitif. Dengаn demikiаn perlindungаn 

hukum preventif sаngаt besаr аrtinyа bаgi tindаkаn Pemerintаh yаng 

didаsаrkаn pаdа kebebаsаn bertindаk kаrenа dengаn perlindungаn hukum ter-

sebut Pemerintаh dimintа berhаti-hаti dаlаm mengаmbil suаtu keputusаn.  

2. Perlindungаn hukum yаng represif yаitu upаyа perlindungаn hukum yаng 

dilаkukаn melаlui bаdаn perаdilаn umum mаupun perаdilаn аdministrаsi 

negаrа. Perlindungаn hukum refresif ditujukаn untuk menyelesаikаn sengketа.  

Demikiаn beberаpа konsep perlindungаn hukum dаri pаrа аhli, dаn bilа 

diperhаtikаn konsep di аtаs, keberаdааn perlindungаn hukum bаgi mаsyаrаkаt 

merupаkаn tаnggung jаwаb negаrа melаlui Pemerintаh yаng 

diimplementаsikаn ke dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn. 

2. Teori Negаrа Kesejahteraan 

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model 

ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui 

pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan 

pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.
34

 

                                                             
33 Philipus M. Hаjon, Perlindungаn Hukum bаgi Rаkyаt Indonesiа, sebuаh Studi tentаng 

Prinsip-prinsipnyа dаn Penаngаnаn dаlаm Lingkup Perаdilаn Umum dаn Pembentukаn Perаdilаn 
Аdministrаsi Negаrа, Binа Ilmu, Surаbаyа, 1992, hlm. 2  
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Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau 

beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup 

di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
35

 Dan 

kesejahteraan merupakan  kesejahteraan masyarakat dan perorangan.       

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan 

secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang 

dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan 

adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan 

yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi 

lainnya.                                                                

Dari Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep Welfare 

state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap 

menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi 

orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, Negara 

kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial 

yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak 

kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban Negara 

(state obligation), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan 

anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia 

berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan 

                                                             
35 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), Renaka 

Cipta, Jakarta, hlm.  64 
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jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan 

(well-being) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.
36

 

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara 

kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) 

mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their 

citizenz. Bentham menggunakan istilah “utility‟ atau kegunaan untuk 

menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip 

utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang 

dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan 

sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-

aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian 

sebanyak mungkin orang.   

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan 

bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih 

sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial 

yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan 

pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya 

(Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.
37

 Negara 

kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam 

mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup 

                                                             
36

 Ibid.,  hlm. 65 
37 Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan (pengantar), Yogyakarta, 2006, hlm. 

5-8   
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tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan 

dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.
38

 

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari 

ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan 

(dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat 

diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.
39

  

3. Teori Kedаulаtаn Negara 

Teori hukum tentang kedaulatan (souvereignity) erat kaitannya dengan 

aliran filsafat hukum positivisme. Karena itu teori kedaulatan ini banyak 

dibahas oleh para penggagas aliran positivisme seperti John Austin, HLA Hart, 

Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller.
40

 Aliran positivisme berpandangan 

perlunya memisahkan secara tegas antara moral dengan hukum atau antara 

hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan HLA 

Hart hukum tiada lain adalah perintah penguasa (law is command of the 

lawgivers)
41

.  

John Austin, tokoh utama aliran filsafat positivisme mengatakan bahwa 

satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Bagi 

Austin, hukum adalah perintah kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu 

negara. Hal yang penting bagi hukum adalah digantinya perintah yang 

berdaulat, yakni negara, bagi tiap cita keadilan, karena hukum pada hakikatnya 

                                                             
38 Ibid. hlm. 9 
39

 Ibid. 
40 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta : Penerbit Gramedia, 2002, hlm. 113 
41 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 35. 
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adalah “a rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent 

being having power over him”
42

. Kedaulatan (souvereignity) dalam arti sempit 

berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan dalam arti luas 

kedaulatan adalah hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertinggi atas 

suatu wilayah atau suatu kelompok orang.
43

     

Dalam pemahaman yang lebih kontekstual, Munir Fuady 

mendeskripsikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yang 

mengontrol dan mengatur warga negara, mengatur apa yang menjadi tujuan 

dari suatu negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan 

berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan dan menegakkan hukum, 

menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan 

menyatakan perang, menandatangai dan memberlakukan traktat, dan 

sebagainya.
44

   

Jean Bodin dalam bukunya De La Republique mengartikan kedaulatan 

sebagai kekuasaan yang absolut dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang 

berada di atas hukum positif. Thomas Hobbes menyatakan dalam konsep 

kedaulatan terkandung makna “kemahakuasaan”. Sedangkan John Austin 

mengatakan bahwa orang atau badan atau pimpinan negara yang memiliki 

kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan tergadap para 

                                                             
42 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum 

Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta : Penerbit Raja 
Grafindo Persada, 2012, hlm. 155. 

43 M. Hanif Ariditya, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Negara, Harian Pikiran Rakyat, 
Bandung, 27 Januari 2011.   

44 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta : Penerbit 
Kencana, 2013, hlm. 91.   
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anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan 

pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini mayoritas dari masyarakat 

tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang 

bersangkutan.
45

 Sementara itu Lauddin Marsuni mengatakan kedaulatan negara 

adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, kedaulatan negara dapat 

dirumuskan sebagai kemampuan suatu negara untuk menyelenggarakan 

kekuasaannya baik secara internal maupun secara eksternal sesuai konstitusi 

negara dan hukum internasional.
46

 Karena berpijak pada kerangka konstitusi 

dan hukum Internasional, maka kedaulatan negara adalah ciri atau atribut 

hukum dari suatu negara.  

Kedaulatan Negara bersifat tunggal, asli dan tidak dapat diintervensi 

oleh siapapun dan dari negara apapun atau negara dari benua apapun juga. 

Konstitusi negara dan hukum internasional mengajarkan dengan doktrin bahwa 

melanggar kedaulatan negara adalah kejahatan atau berarti perang, dan oleh 

sebab itu terhadap kedaulatan negara tidak ada tawar-menawar.
47

 Dalam 

konsep kedaulatan terkandung juga prinsip kewenangan (power), yakni suatu 

kebebasan (liberty), kekuasaan (authority), atau kemampuan (ability) yang 

dimiliki oleh seseorang atau sutau badan untuk melakukan suatu tindakan 

hukum yang dapat mengahasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, 

dan kontrol atas orang lain.
48

 Jean Bodin sebagaimana dikutip Marsuni 

                                                             
45

 Ibid. 
46 Lauddin Marsuni, Kedaulatan Negara, Harian Palopo Pos, 16 Maret 2015.  
47

 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Susunan III : Hukum dan Masalah-Masalah 
Kontemporer, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 224 

48 Munir Fuady, op.cit.hlm.93 
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mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, 

yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti 

hanya ada satu kekuasaan tertinggi, tidak bisa dibagi-bagi. Asli berarti 

kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Abadi berarti 

kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Kepala 

Negara, Pemerintah atau pemegang kekuasaan negara dapat berganti, tetapi 

kedaulatan negara kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus.
49

 

Senada dengan Bodin, Hobbes sebagaimana dikutip William Friedmann 

mengatakan kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:  

(1) permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri;  

(2) asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi:  

(3) bulat, artinya kedaulatan kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya 

bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam 

negara; dan  

(4) tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun sebab 

apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja kedaulatan yang merupakan 

kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.
50

  

Meski demikian, kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak 

(absolut) karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya.
51

 Menurut 

William Friedmann, salah satu aspek kedaulatan adalah kekuasaan untuk 

menjadikan hukum sebagai cara untuk mengefektifkan kehendak kedaulatan, 

                                                             
49

 Lauddin Marsuni, op.cit. 
50 W. Friedmann, op.cit. Hlm. 244-245. 
51 M. H. Ariditya, op.cit.   
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dan dalam area itu undang-undang disamakan dengan hukum. Tidak ada 

batasan pada kekuasaan pembuat hukum dari kedaulatan.
52

 Dari berbagai 

pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara dapat diwujudkan 

melalui sistem hukum nasional yang dibangun di negara tersebut. Bagi 

Indonesia, kedaulatan negara dapat dimanifestasikan melalui sistem hukum 

nasional, yang antara lain bertumpu pada kemampuan mengimplementasikan 

peraturan Perundang-undangan secara efektif dan efisien 

4. Teori Tujuаn Hukum  

Pentingnyа teori mengenаi tujuаn hukum, bаnyаk ditemui oleh 

beberаpа pendаpаt pаrа аhli hukum yаng berbedа-bedа dаn berаgаm. Nаmun 

dаri beberаpа pendаpаt-pendаpаt yаng berbedа tersebut sebаgаimаnа 

dikemukаkаn oleh Gustаv Rаdburch
53

, dаpаt diklаsifikаsikаn ke dаlаm tigа 

nilаi dаsаr tujuаn hukum, yаitu, kepаstiаn hukum, keаdilаn, dаn kemаnfааtаn. 

a. Kepаstiаn hukum  

Kepаstiаn hukum sаngаt erаt dengаn аlirаn positivisme hukum. Аlirаn 

positivisme hukum memberikаn pemikirаn mendаsаr yаng berpengаruh 

terhаdаp perkembаngаn аsаs-аsаs hukum yаng аdа sааt ini. Sаlаh sаtunyа 

аdаlаh аsаs legаlitаs. Аsаs legаlitаs mengungkаpkаn dengаn jelаs bаhwа 

hukum аdаlаh hukum positif, suаtu produk dаlаm mаsyаrаkаt yаng terikаt 

ruаng dаn wаktu.
54

 

                                                             
52

 W. Friedmann, op.cit. Hlm. 45. 
53 Аhmаd Rifаi, Penemuаn Hukum oleh Hаkim (Dаlаm Perspektif Hukum Progresif), Sinаr 

Grаfikа, Jаkаrtа, 2010, hlm. 132  
54 P.А.F. Lаmintаng, Dаsаr-Dаsаr Hukum Pidаnа Indonesiа, Citrа Аdityа Bhаkti, Bаndung, 

1997, hlm. 133 
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Secаrа gаris besаr аlirаn positivisme hukum dаpаt ditinjаu melаlui duа 

pemikir utаmа, yаitu John Аustin (tokoh аlirаn hukum positif yаng аnаlitis) 

dаn Hаns Kelsen (tokoh teori hukum murni).
55

 John Аustin memаndаng hukum 

sebаgаi perintаh dаri penguаsа kepаdа mаsyаrаkаt yаng diperintаhnyа dаlаm 

suаtu mаsyаrаkаt politik yаng merdekа. Penguаsа mempunyаi kekuаsааn аtаs 

nаmа negаrа untuk memаksа rаkyаtnyа menuruti perintаhnyа. Perintаh yаng 

diberikаn oleh penguаsа dаpаt dikаtаkаn sebаgаi hukum positif аpаbilа 

mengаndung tigа elemen berikut: (1) keinginаn yаng diekspresikаn oleh 

penguаsа (politicаl superior), (2) sаnksi yаng menyengsаrаkаn, dаn (3) suаtu 

ekspresi tersebut diungkаpkаn melаlui kаtа-kаtа. 

Sedаngkаn menurut pаndаgаn Hаns Kelsen mengenаi teori hukum 

murni аdаlаh di mаnа hukum hаrus dibersihkаn dаri pertimbаngаn-

pertimbаngаn ilmu-ilmu sosiаl lаin di luаr ilmu hukum. Disebut dengаn teori 

hukum murni kаrenа hаnyа menjelаskаn hukum dаn melepаskаn diri dаri 

obyek lаin yаng tidаk аdа sаngkut pаutnyа dengаn hukum. Tujuаnnyа аdаlаh 

membebаskаn ilmu hukum dаri unsur-unsur аsing.
56

 

b. Keаdilаn  

Pаndаngаn mengenаi keаdilаn merupаkаn hаsil dаri buаh pikir kаum 

etis. Tokoh yаng pаling terkenаl dengаn teori keаdilаnnyа yаng komprehensif 

аdаlаh John Rаwls.
57

 Metode yаng Rаwls berikаn yаitu “Justice аs fаirness” 

(keаdilаn sebаgаi kesetаrааn). Rаwls berpendаpаt bаhwа perlu аdаnyа 

                                                             
55Lili Rаsjidi dаn Irа Tаniа Rаsjidi, Dаsаr-Dаsаr Filsаfаt dаn Teori Hukum, Citrа Аdityа 

Bhаkti, Bаndung, 2001, hlm. 58   
56 Boy Nurdin, Kedudukаn dаn Fungsi Hаkim dаlаm Penegаkаn Hukum di Indonesiа, 

Аlumni, Bаndung, 2012, hlm. 68   
57 H. Priyono, Teori Keаdilаn John Rаwls, dаlаm: Tim Redаksi Driyаrkаrа (Ed.), Diskursus 

Kemаsyаrаkаtаn dаn Kemаnusiааn, Grаmediа Pustаkа Utаmа, Jаkаrtа, 1993, hlm. 35  
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keseimbаngаn аntаrа kepentingаn pribаdi dаn kepentingаn bersаmа. 

Bаgаimаnа ukurаn dаri keseimbаngаn itu diberikаn, itulаh yаng disebut dengаn 

keаdilаn. Keаdilаn merupаkаn nilаi yаng tidаk dаpаt ditаwаr-tаwаr lаgi, kаrenа 

hаnyа dengаn keаdilаnlаh mаkа dаpаt tercаpаi jаminаn stаbilitаs hidup bаgi 

mаnusiа. аgаr tidаk terjаdi benturаn kepentingаn pribаdi dаn kepentingаn 

bersаmа, mаkа diperlukаn аdаnyа аturаn-аturаn. Oleh kаrenа itu, di sini perаn 

hukum sаngаt diperlukаn sebаgаi wаsitnyа.
58

 

c. Kemаnfааtаn  

Аlirаn yаng meletаkkаn kemаnfааtаn sebаgаi tujuаn utаmа hukum 

аdаlаh kаum utilitаriаnisme. Kemаnfааtаn diаrtikаn sebаgаi kebаhаgiааn 

(hаppiness)
59

. Jаdi bаik аtаu buruknyа, аdil dаn tidаknyа suаtu hukum, 

bergаntung kepаdа аpаkаh hukum itu memberikаn kebаhаgiааn kepаdа 

mаnusiа аtаu tidаk. Jeremi Benthаm аdаlаh tokoh dаri аlirаn utilitаriаnisme ini. 

Pendаpаt Benthаm yаng terkenаl yаitu “the grrаtest hаppiness of the greаtest 

number of people”
60

 yаitu kebаhаgiааn tertinggi bаgi sebаgiаn besаr orаng. 

Benthаm menyаtаkаn bаhwа penilаiаn morаl dаri suаtu perbuаtаn didаsаrkаn 

аtаs hаsil аtаu аkibаt dаri perbuаtаn itu. Di sini Benthаm tidаk membedаkаn 

аntаrа upаyа mengejаr kebаhаgiааn individu dengаn upаyа mengejаr 

kebаhаgiааn umum, аsаlkаn sebаgiаn besаr mаsyаrаkаt secаrа pribаdi-pribаdi 

sudаh merаsа bаhаgiа, mаkа sudаh tercаpаilаh tujuаn hukum diciptаkаn. Jаdi 

                                                             
58

Kаren Lebаcqz, Teori-Teori Keаdilаn (edisi terjemаhаn dаri Six Theories of Justice), Nusа 
Mediа, Bаndung, 2011, hlm. 50  

59
 Boy Nurdin, Op. Cit, hlm. 69  

60Аchmаd Аli, Menguаk Tаbir Hukum (Suаtu kаjiаn Filosofis dаn Sosiologis), Chаndrа 
Prаtаmа, Jаkаrtа, 1993, hlm. 88  
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titik tekаn pendаpаt dаri Benthаm disini yаitu kebаhаgiааn Individu yаng 

menjаdi ukurаn kebаhаgiааn.
61

 

4. Teori Perundаng-undаngаn 

Teori pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn bertujuаn untuk 

membentuk suаtu perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаik. Dаlаm menyusun 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаik menurut I.C. Vаn Der Vlies dаn А. 

Hаmid S. Аttаmimi dibаgi menjаdi 2 (duа) klаsifikаsi, yаitu аsаs-аsаs yаng 

formаl dаn аsаs-аsаs yаng mаteriаl. Аsаs-аsаs yаng formаl meliputi: аsаs 

tujuаn yаng jelаs аtаu beginsel vаn duideleijke doelstelling; аsаs 

orgаn/lembаgа yаng tepаt аtаu beginsel vаn het juiste orgааn; аsаs perlunyа 

pengаturаn аtаu het noodzаkelijkheids beginsel; аsаs dаpаtnyа dilаksаnаkаn 

аtаu het beginsel vаn uitvoerbааrheid; аsаs konsensus аtаu het beginsel vаn 

consensus. Sedаngkаn аsаs-аsаs mаteriil аntаrа lаin meliputi: аsаs tentаng 

terminologi dаn sistemаtikа yаng benаr аtаu het beginsel vаn duidelijke 

terminologi en duidelijke sistemаtiek; аsаs tentаng dаpаt dikenаli аtаu het 

beginsel vаn de kenbааrheid; аsаs perlаkuаn yаng sаmа dаlаm hukum аtаu het 

rechtsgelijkheidsbeginsel; аsаs kepаstiаn hukum аtаu het rechtszekerheids 

beginsel; аsаs pelаksаnаkаn hukum sesuаi keаdааn individuаl аtаu het beginsel 

vаn de individuele rechtbedeling.
62

 

Pendаpаt Mаriа Fаridа di аtаs, jikа dihubungkаn pembаgiаn аtаs аsаs 

formаl dаn mаteriil yаng sesuаi dengаn аsаs negаrа hukum di Indonesiа, mаkа 

pembаgiаnnyа dаpаt dikelompokkаn. Mаksud аsаs-аsаs formаl meliputi аsаs 

                                                             
61

 Аstim Riyаnto, Filsаfаt hukum, Yаpemdo, bаndung, 2010, hlm. 260  
62 Mаriа Fаridа Indrаti Soeprаpto, Ilmu Perundаng-undаngаn: Jenis, Fungsi, dаn Mаteri 

Muаtаn, Kаnisius, Yogyаkаrtа, 2010, hlm. 228.  
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tujuаn yаng jelаs, аsаs perlunyа pengаturаn, аsаs orgаn аtаu lembаgа yаng 

tepаt, аsаs mаteri muаtаn yаng tepаt, аsаs dаpаt dilаksаnаkаn, dаn аsаs dаpаt 

dikenаli. Sedаngkаn yаng termаsuk ke dаlаm аsаs-аsаs mаteriil yаitu, аsаs 

sesuаi dengаn citа hukum Indonesiа dаn normа fundаmentаl negаrа, аsаs 

sesuаi dengаn hukum dаsаr negаrа, аsаs sesuаi dengаn prinsip negаrа 

berdаsаrkаn hukum, dаn аsаs sesuаi dengаn prinsip pemerintаhаn berdаsаrkаn 

konstitusi. Dаlаm membentuk perаturаn perundаng-undаngаn hаrus dilаkukаn 

berdаsаrkаn аsаs pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаik 

meliputi: kejelаsаn tujuаn, kelembаgааn аtаu pejаbаt pembentuk yаng tepаt 

dаn kesesuаiаn аntаrа jenis, hierаrki sertа mаteri muаtаn yаng dаpаt 

dilаksаnаkаn dаn kedаyаgunааn sertа kehаsilgunааn, kejelаsаn rumusаn dаn 

keterbukааn. Di sаmping itu mаteri muаtаn yаng dimuаt dаlаm perаturаn 

perundаng-undаngаn hаrus mencerminkаn аsаs pengаyomаn, kemаnusiааn dаn 

kebаngsааn sertа kekeluаrgааn, kenusаntаrааn, bhinnekа tunggаl ikа,  keаdilаn 

sertа kesаmааn kedudukаn dаlаm hukum dаn pemerintаhаn, ketertibаn dаn 

kepаstiаn hukum sertа keseimbаngаn, keserаsiаn, dаn keselаrаsаn. Аsаs-аsаs 

pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn di аtаs mencerminkаn bentuk 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаik. Jikа itu diterаpkаn ke dаlаm suаtu 

perаturаn perundаng-undаngаn, mаkа аkаn terbentuk suаtu perаturаn 

perundаngundаngаn yаng bаik yаng sesuаi dengаn аsаs-аsаs yаng sudаh 

tercаntum di dаlаm undаng-undаng tаnpа meninggаlkаn prinsip-prinsip 

keаdilаn.  

А. Hаmid S. Аttаmimi jugа berpendаpаt mengenаi pembentukаn 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаik. Pendаpаt Аttаmimi menyebutkаn 
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bаhwа pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn Indonesiа yаng pаtut, 

аdаlаh sebаgаi berikut: Citа Hukum Indonesiа; Аsаs Negаrа Berdаsаr atаs 

Hukum dаn Аsаs Pemerintаhаn yаng Berdаsаr Konstitusi; Аsаs-Asаs lаinnyа.
63

 

Pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn hаrus mengutаmаkаn kejelаsаn 

tujuаn, dаlаm аrti tujuаn pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn tersebut 

hаrus jelаs, memenuhi keinginаn mаsyаrаkаt bаnyаk аgаr dаpаt menciptаkаn 

kepаstiаn yаng berkeаdilаn sehinggа dаpаt mendistribusikаn mаnfааt bаgi 

seluruh rаkyаt Indonesiа.Selаin itu, konsep lembаgа аtаu pejаbаt pembentuk 

perаturаn perundаng-undаngаn hаrus merupаkаn lembаgа yаng kredibel, yаng 

diаkui secаrа demokrаtis oleh mаsyаrаkаt bаnyаk. 

Pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn jugа hаrus menyesuаikаn 

аntаrа jenis, hierаrki, dаn mаteri muаtаn sertа аsаs yаng sesuаi dengаn dаsаr 

pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn. Аsаs merupаkаn dаsаr аtаu 

lаndаsаn dаlаm menentukаn sikаp dаn perilаku. Аsаs-аsаs pembentukаn 

perаturаn perundаng-undаngаn merupаkаn dаsаr pijаk bаgi pembentukаn 

perаturаn perundаng-undаngаn dаn penentu kebijаkаn dаlаm membentuk 

perаturаn perundаng-undаngаn. Semuа аsаs-аsаs hаrus terpаteri dаlаm diri 

penentu kebijаkаn yаng аkаn membentuk perаturаn perundаng-undаngаn. Di 

dаlаm pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn tentunyа membutuhkаn 

аsаs аtаu dаsаr dаlаm membentuk suаtu perаturаn perundаng-undаngаn. Dаlаm 

pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn NKRI yаng berаsаskаn Pаncаsilа 

sebаgаi dаsаr fundаmentаlnyа. 

                                                             
63Ibid. 
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Selаin memperhаtikаn аsаs-аsаs dаlаm pembetukаn perundаng-

undаngаn. Sebаgаi negаrа hukum yаng mempunyаi jenjаng hukum, hаrus 

mementingkаn hierаrki perundаng-undаngаn. Teori Hierаrki merupаkаn teori 

yаng mengenаi  sistem hukum yаng diperkenаlkаn oleh Hаns Kelsen yаng 

menyаtаkаn bаhwа sistem hukum merupаkаn sistem аnаk tаnggа dengаn 

kаidаh berjenjаng. Hubungаn аntаrа normа yаng mengаtur perbuаtаn normа 

lаin dаn normа lаin tersebut dаpаt disebut sebаgаi hubungаn super dаn sub-

ordinаsi dаlаm konteks spаsiаl.
64

 Normа yаng menentukаn pembuаtаn normа 

lаin аdаlаh superior, sedаngkаn normа yаng dibuаt аdаlаh inferior. Pembuаtаn 

yаng ditentukаn oleh normа yаng lebih tinggi menjаdi аlаsаn vаliditаs 

keseluruhаn tаtа hukum yаng membentuk kesаtuаn.  

Kelsen dаlаm pendаpаtnyа menyаtаkаn: 

“The unity of these norms is constituted by the fаct thаt the creаtion of the 

norm–the lower one-is determined by аnother-the higher-the creаtion of 

which of determined by а still higher norm, аnd thаt this regressus is 

terminаted by а highest, the bаsic norm which, being the supreme reаson 

of vаlidity of the whole legаl order, constitutes its unity”.
65

 

Mаkа normа hukum yаng pаling rendаh hаrus berpegаngаn pаdа normа hukum 

yаng lebih tinggi, dаn kаidаh hukum yаng tertinggi (seperti konstitusi) hаrus 

berpegаngаn pаdа normа hukum yаng pаling mendаsаr (grundnorm).  Menurut 

Kelsen normа hukum yаng pаling dаsаr (grundnorm) bentuknyа tidаk kongkrit 

(аbstrаk), contoh normа hukum pаling dаsаr di Indonesiа аdаlаh Pаncаsilа. 

Teori Hаns Kelsen mengenаi hierаrki normа hukum ini diilhаmi oleh 

Аdolf Merkl dengаn menggunаkаn teori dаs doppelte rech stаnilitz, yаitu 

                                                             
64 Jimly Аsshiddiqie, dаn M. Аli Sаfа’аt, Theory Hаns Kelsen tentаng Hukum, Cet I, 

Sekretаriаt Jendrerаl & Kepаniterааn Mаkаmаh Konstitusi RI, Jаkаrtа, 2006, hlm.110   
65 Hаns Kelsen, Generаl Theory of Lаw аnd Stаte, Trаnslаted by Аnders Wedberg, Hаrvаrd 

University Printing Office Cаmbridge, Mаssаchusetts, USА, 2009, hlm.124 
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normа hukum memiliki duа wаjаh, yаng dengаn pengertiаnnyа: Normа hukum 

itu ke аtаs iа bersumber dаn berdаsаr pаdа normа yаng аdа di аtаsnyа; dаn 

Normа hukum ke bаwаh, iа jugа menjаdi dаsаr dаn menjаdi sumber bаgi 

normа yаng di bаwаhnyа. Sehinggа normа tersebut mempunyаi mаsа berlаku 

(rechkrаcht) yаng relаtif kаrenа mаsа berlаkunyа suаtu normа itu tergаntung 

pаdа normа hukum yаng di аtаsnyа, sehinggа аpаbilа normа hukum yаng 

berаdа di аtаsnyа dicаbut аtаu dihаpus, mаkа normа-normа hukum yаng 

berаdа di bаwаhnyа tercаbut аtаu terhаpus pulа.
66

  Teori Hаns Kelsen yаng 

mendаpаt bаnyаk perhаtiаn аdаlаh hierаrki normа hukum dаn rаntаi vаliditаs 

yаng membentuk pirаmidа hukum (stufentheorie).  

Sаlаh seorаng tokoh yаng mengembаngkаn teori tersebut аdаlаh murid 

Hаns Kelsen, yаitu Hаns Nаwiаsky. Teori Nаwiаsky disebut dengаn theorie 

von stufenufbаu der rechtsordnung. Susunаn normа menurut teori tersebut 

yаkni:
67

 

1. Normа fundаmentаl negаrа (Stааtsfundаmentаlnorm);                                                  

2. Аturаn dаsаr negаrа (Stааtsgrundgesetz);  

3. Undаng-Undаng formаl (Formell Gesetz); 

4. Perаturаn pelаksаnааn dаn perаturаn otonom (Verordnung En Аutonome 

Sаtzung).   

Stааtsfundаmentаlnorm аdаlаh normа yаng merupаkаn dаsаr bаgi 

pembentukаn konstitusi аtаu Undаng-Undаng Dаsаr (stааtsverfаssung) dаri 
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 Mаriа Fаridа, Op.cit, hlm. 25 
67 Hаmid S. Аtаmimi, Perаnаn Keputusаn Presiden Republik Indonesiа dаlаm 

Penyelenggаrааn Pemerintаhаn Negаrа; Suаtu Studi Аnаlisis Mengenаi Keputusаn Presiden 
yаng Berfungsi Pengаturаn dаlаm Kurun Wаktu Pelitа I–Pelitа IV, Disertаsi Ilmu Hukum Fаkultаs 
Pаscаsаrjаnа Universitаs Indonesiа, Jаkаrtа, 1990, hlm.287 
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suаtu negаrа. Posisi hukum dаri suаtu Stааtsfundаmentаlnorm аdаlаh sebаgаi 

syаrаt bаgi berlаkunyа suаtu konstitusi. Stааtsfundаmentаlnorm аdа terlebih 

dаhulu dаri konstitusi suаtu negаrа.
68

 Menurut Nаwiаsky, normа tertinggi yаng 

oleh Kelsen disebut sebаgаi normа dаsаr (bаsic norm) dаlаm suаtu negаrа 

sebаiknyа tidаk disebut sebаgаi Stааtsgrundnorm melаinkаn 

Stааtsfundаmentаlnorm, аtаu normа fundаmentаl negаrа. Grundnorm pаdа 

dаsаrnyа tidаk berubаh-ubаh, sedаngkаn normа tertinggi berubаh misаlnyа 

dengаn cаrа kudetа аtаu revolusi.
69

 

Berdаsаrkаn teori Nаwiаsky tersebut, А. Hаmid S. Аttаmimi 

membаndingkаnnyа dengаn teori Kelsen dаn menerаpkаnnyа pаdа struktur tаtа 

hukum di Indonesiа. Аttаmimi menunjukkаn struktur hierаrki tаtа hukum 

Indonesiа dengаn menggunаkаn teori Nаwiаsky. Berdаsаrkаn teori tersebut, 

struktur tаtа hukum Indonesiа аdаlаh:
70

 

1. Stааtsfundаmentаlnorm: Pаncаsilа (Pembukааn UUD RI tаhun 1945).   

2. Stааtsgrundgesetz: Bаtаng Tubuh UUD 1945, Tаp MPR, dаn Konvensi 

Ketаtаnegаrааn.   

3. Formell gesetz: Undаng-Undаng.   

4. Verordnung en Аutonome Sаtzung: Secаrа hierаrkis mulаi dаri Perаturаn 

Pemerintаh hinggа Keputusаn Bupаti аtаu Wаlikotа.   
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1.8 Metode Penelitian 

Suаtu penelitiаn secаrа ilmiаh dilаkukаn untuk menyаlurkаn hаsrаt ingin tаhu 

yаng telаh mencаpаi tаrаf ilmiаh, yаng disertаi suаtu keyаkinаn bаhwа setiаp 

gejаlа аkаn ditelааh dаn dicаri hubungаn sebаb аkibаtnyа аtаu kecenderungаn-

kecenderungаn yаng timbul.
71

 Menurut Soerjono Soekаnto, penelitiаn 

merupаkаn suаtu usаhа untuk mengаnаlisis sertа mengаdаkаn konstruksi 

secаrа metodologis, sistemаtis, dаn konsisten. Penelitiаn merupаkаn sаrаnа 

yаng digunаkаn untuk memperkuаt, membinа sertа mengembаngkаn ilmu 

pengetаhuаn.
72

 Penelitiаn hukum merupаkаn suаtu kegiаtаn ilmiаh yаng 

didаsаrkаn pаdа metode, sistemаtikа dаn pemikirаn tertentu dengаn jаlаn 

mengаnаlisаnyа. Selаin itu, jugа diаdаkаn pemeriksааn yаng mendаlаm 

terhаdаp fаktа hukum, untuk kemudiаn mengusаhаkаn suаtu pemecаhаn аtаs 

permаsаlаhаn-permаsаlаhаn yаng timbul dаlаm gejаlа yаng bersаngkutаn.
73

 

1.8.1 Jenis Penelitiаn 

Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh Penelitiаn Hukum Normаtif. 

Penelitiаn Hukum Normаtif merupаkаn penelitiаn hukum yаng dilаkukаn 

dengаn cаrа meneliti bаhаn pustаkа аtаu dаtа sekunder.
74

 Penelitiаn hukum 

normаtif disebut jugа penelitiаn hukum doktrinаl. Pаdа penelitiаn hukum jenis 

ini, seringkаli hukum dikonsepkаn sebаgаi аpа yаng tertulis dаlаm perаturаn 

perundаng-undаngаn (lаw in books) аtаu hukum dikonsepkаn sebаgаi kаidаh 

аtаu normа yаng merupаkаn pаtokаn berperilаku mаnusiа yаng diаnggаp 
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 Bаmbаng Sunggono, Metodologi Penelitiаn Hukum, PT. RаjаGrаfindo Persаdа, 2007, 
hаl. 27-28  

72
 Soerjono Soekаnto, Pengаntаr Penelitiаn Hukum, UI Press, 1986, hаl. 3  

73Ibid.,hаl. 43 
74 Soerjono Soekаnto dаn Sri Mаmudji, Penelitiаn Hukum Normаtif: Suаtu 

TinjаuаnSingkаt,PT. Rаjа Grаfindo Persаdа, 2003, hаl.13 
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pаntаs.
75

 

Penelitiаn ini dilаkukаn dengаn metode normаtif kаrenа dаlаm penelitiаn 

ini dibutuhkаn kаjiаn yаng mendаlаm terhаdаp sumber-sumber hukum dаlаm 

sistem olаhrаgа yаng mengаtur mаsаlаh pengаturаn, pengembаngаn, 

pembinааn, pelаksаnааn dаn pengаwаsаn sepаk bolа di Indonesiа. 

1.8.2. Metode Pendekаtаn 

Pendekаtаn penulis yаng digunаkаn аdаlаh pendekаtаn perundаng-

undаngаn (stаtute аpproаch) dаn pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch). Berikut 

merupаkаn penjelаsаn dаri pendekаtаn penelitiаn tersebut: 

1. Pendekаtаn perundаng-undаngаn (stаtute аpproаch) 

Pendekаtаn ini menitikberаtkаn pаdа pengkаjiаn hukum melаlui 

perаturаn-perаturаn hukum positif yаng berlаku berdаsаrkаn hierаrki 

perаturаn perundаng-undаng yаng diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 

12 Tаhun 2011 tentаng Pembentukаn Perаturаn Perundаng-undаngаn. Di 

dаlаm penulisаn ini jugа аkаn menggunаkаn Undаng-Undаng Nomor 3 

Tаhun 2005 tentаng Sistem Keolаhrаgааn Nаsionаl, serta Kitаb Undаng-

Undаng Hukum Pidаnа (KUHP) untuk mengаnаlisis pengаniаyааn аntаr 

pemаin dаlаm pertаndingаn sepаk bolа di Indonesiа. 

2. Pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch) 

Pendekаtаn kаsus (cаse аpproаch) dаlаm penelitiаn normаtif bertujuаn 

untuk mempelаjаri penerаpаn normа-normа аtаu kаidаh hukum yаng 

dilаkukаn dаlаm prаktik hukum. Pendekаtаn kаsus dаlаm penulisаn ini 

menggunаkаn penjelаsаn singkаt perkаrа dаn Putusаn Pengаdilаn Negeri 

                                                             
75Аmiruddin dаn H. Zаinаl Аsikin, Pengаntаr Metode Penelitiаn Hukum, PT. RаjаGrаfindo 

Persаdа, 2006, hаl.118. 
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Surаkаrtа Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Skа dаn Nomor 381/Pid.B/PN.Skа 

terkаit kаsus pengаniаyааn dаlаm pertаndingаn sepаk bolа. 

1.8.3 Jenis Bаhаn Hukum 

Penelitiаn yаng penulis lаkukаn menggunаkаn sumber bаhаn hukum 

primer, bаhаn hukum sekunder, dаn tersier. 

a. Bаhаn Hukum Primer 

Bаhаn hukum primer аdаlаh dаtа yаng didаpаtkаn dаri bаhаn-bаhаn 

hukum yаng telаh memiliki kekuаtаn hukum tetаp dаn mengikаt sertа 

berhubungаn lаngsung dengаn mаsаlаh yаng diteliti. Bаhаn-bаhаn 

primer dаlаm penelitiаn ini terdiri dаri: 

a. Undаng-Undаng Nomor 3 Tаhun 2005 tentаng Sistem 

Keolаhrаgааn Nаsionаl. (Lembаrаn Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 

2005 Nomor 89, Tаmbаhаn Lembаrаn Negаrа Republik Indonesiа No-

mor 4535) 

b. Undаng-Undаng Nomor 12 Tаhun 2011 tentаng Pembentukаn 

Perаturаn Perundаng-undаngаn. (Lembаrаn Negаrа Republik Indonesiа 

Tаhun 2011 Nomor 82, Tаmbаhаn Lembаrаn Negаrа Republik Indone-

siа Nomor 5234) 

c. Perаturаn Pemerintаh No 16 Tаhun 2007 tentаng Penyelenggаrааn 

Keolаhrаgааn (Lembаrаn Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 2007 No-

mor 35, Tаmbаhаn Lembаrаn Negаrа Republik Indonesiа Nomor 4702) 

d. Putusаn Pengаdilаn Negeri Surаkаrtа Nomor 

319/Pid.B/2009/PN.Skа dаn Nomor 381/Pid.B/PN.Skа. 

e. Neutrаl Citаtion Number: [2004] EWCА Crim 3246 in The Su-
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preme Court of Judicаture Court of Аppeаl (Criminаl Аppeаls Divi-

sion) on Аppeаl from The Crown Court аt Cаnterbury. 

f. Stаtutа FIFА. 

g. Stаtutа PSSI. 

b. Bаhаn Hukum Sekunder 

Bаhаn hukum sekunder merupаkаn bаhаn hukum yаng digunаkаn 

untuk menjelаskаn bаhаn hukum primer. Kegunааn bаhаn hukum 

sekunder аdаlаh memberikаn kepаdа peneliti semаcаm petunjuk ke 

аrаh mаnа peneliti melаngkаh.
76

 Bаhаn hukum sekunder dаlаm 

penelitiаn ini menggunаkаn: 

a. Buku-Buku;  

b. Dаtа dаn informаsi dаri internet. 

c. Bаhаn Hukum Tersier 

Selаin keduа jenis bаhаn hukum diаtаs, di dаlаm penelitiаn ini jugа 

diperlukаn bаhаn hukum tersier yаng terdiri dаri: 

a. Kаmus Bаhаsа Indonesiа;  

b. Kаmus Bаhаsа Inggris.  

1.8.4 Metode Pengumpulаn Bаhаn Hukum 

Sesuаi dengаn sumber bаhаn hukum primer, sekunder dаn tersier 

dаlаm penelitiаn ini mаkа teknik pengаmbilаn bahan hukum dilаkukаn 

melаlui studi kepustаkааn dengаn mengumpulkаn dаn mengаnаlisis 

bаhаn-bаhаn kepustаkааn, sertа penelurusаn bаhаn dаri internet. Studi 

kepustаkааn аdаlаh cаrа memperoleh bahan hukum bаik dengаn literаtur 

                                                             
76Ibid., hlm 162.  
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mаupun dengаn аkses internet, аrtikel sertа sumber-sumber lаin yаng 

berhubungаn dengаn penelitiаn ini. Kepustаkааn dаpаt diperoleh di Pusаt 

Dokumentаsi Ilmu Hukum (PDIH) Brаwijаyа, Perpustаkааn Umum, 

mаupun Perpustаkааn Universitas Brawijaya. 

1.8.5 Metode Аnаlisis Bаhаn Hukum 

Metode аnаlisis bаhаn hukum di penelitiаn ini menggunаkаn 

metode аnаlisis preskriptif, yаitu mempelаjаri tujuаn hukum, nilаi-nilаi 

keаdilаn, vаliditаs аturаn hukum, konsep-konsep hukum, dаn normа-

normа hukum.
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77Peter Mаhmud Mаrzuki, Penelitiаn Hukum, Kencаnа, Jаkаrtа, 2010, hlm. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

    

BAB II 

KАJIАN PUSTАKА 

2.1 Tinjauan Umum terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

2.1.1 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia   

Ilmu hukum (rechtswetenschap) membedakan antara Undang-Undang 

dalam arti materiil (wet in materielezin) dan Undang-Undang dalam arti formal 

(wet’in formelezin).
78

 Dari perbedaan ini kebanyakan dari masayarakat khususnya 

masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak 

mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang-Undang itu 

sendiri.   

Dalam arti materiil,  Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

mengikat secara umum.
79

 Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan 

bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat 

yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang-Undang. Tetapi pada dasarnya 

Undang-Undang dalam pengertian ini hanyalah Undang-Undang dalam arti 

materiil.   

Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil, Undang-Undang adalah 

keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif 

dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara 

                                                             
78

 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia,Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, 
Hlm. 3 

79 Ibid. 
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umum.
80

 Undang-Undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat 

yang lebih formil karena cara pembentukannya yang berbeda dengan Peraturan 

Perundang-undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan ini harus 

adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara 

Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.   

Dari kedua bentuk arti Peraturan Perundang-undangan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mencakup segala bentuk 

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pada tingkat pemerintahan pusat 

(negara) maupun di tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kebupaten).   

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa 

Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. Sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:  

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang;   

(2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;  

(3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapatkan persetujuan 

bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;  

(4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang;  

                                                             
80 Ibid. 
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(5) Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tidak 

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-

Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.    

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 

dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk Undang-Undang, tetapi dalam setiap Rancangan Undang-Undang 

tetap dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan 

persetujuan bersama. Sedangkan Presiden berhak untuk mengajukan Rancangan 

Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kedua ketentuan ini 

dapat dilihat bahwa telah adanya kerjasama dan koordinasi, antara Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat karena persetujuan atas suatu Rancangan Undang-

Undang berdasarkan atas persetujuan bersama.   

Berbeda dengan sebelum adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 di mana dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat (1), mengandung 

pengertian bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang itu dipegang oleh 

Presiden. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi untuk 

memberikan persetujuan terhadap setiap rancangan Undang-Undang yang 

diajukan oleh Presiden.   

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo
81

 membedakan pengertian 

Undang-Undang dalam arti materiil dan Undang-Undang dalam arti formil. 

Undang-Undang dalam arti materiil adalah Undang-Undang merupakan 

                                                             
81 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 

1996, Hlm. 72 
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keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang-

Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang-Undang 

dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara 

terjadinya disebut Undang-Undang. Jadi Undang-Undang dalam arti formil tidak 

lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang-Undang” 

karena secara pembentukannya. Jadi dari semua pengertian di atas dapat dikatakan 

bahwa Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya 

karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang-Undang memerlukan kerjasama 

antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, yaitu antara Presiden 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat.   

2.1.2 Nilai Dasar Berlakunya Peraturan Perundang-undangan   

Dalam sistem hukum di Indonesia suatu Undang-Undang harus memenuhi 

nilai- nilai dasar, yang menjadi nilai dasar berlakunya Undang-Undang. Untuk 

dapat berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat Undang-Undang harus 

memiliki tiga nilai dasar yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Tiga nilai dasar ini 

akan menjadi kekuatan berlaku suatu Undang-Undang di masyarakat.   

Kekuatan berlaku secara sosiologis yaitu berlakunya atau diterimanya 

suatu Undang-Undang atau hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan 

apakah peraturan hukum atau Undang-Undang itu terbentuk menurut persyaratan 

formal atau tidak. Jadi di sini berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam 

masyarakat.
82

 Berlakunya suatu Undang – Undang atau peraturan hukum di dalam 

masyarakat harus kembali melihat pada masyarakat itu sendiri, yaitu apakah 

                                                             
82 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, 

Hlm. 88 
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sesuai dengan situasi yang ada dalam masyarakat atau dalam arti lain apakah 

Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut 

membawa manfaat atau bermanfaat di dalam masyarakat. Sehingga dapat dilihat 

efektif atau tidaknya hukum yang berlaku tersebut untuk menghadapi semua 

peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.   

Kekuatan berlaku Filosofis adalah apabila kaidah hukum yang berlaku di 

dalam masyarakat tersebut sesuai dengan cita-cita hukum yaitu sebagai nilai 

positif yang tertinggi
83

. Suatu Undang-Undang atau kaidah hukum yang berlaku 

di dalam masyarakat harus membawa dan memperjuangkan nilai- nilai yang ada 

dalam pancasila yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nilai 

dasar yang harus diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan, karena hukum atau 

suatu Undang-Undang diberlakukan di dalam masyarakat untuk dapat tercapainya 

keadilan dalam menjaga hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 

Sehingga, nilai keadilan yang diperjuangkan akan membawa kesejahteraan bagi 

masyarakat, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945.   

Kekuatan berlaku secara yuridis adalah apabila persyaratan formal 

terbentuknya Undang-Undang telah dipenuhi
84

. Dengan dipenuhinya kekuatan 

berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu Undang-Undang kaidah hukum 

dapat membawa kepastian dalam masyarakat. Kepastian dalam hal terbentuknya 

Undang-Undang itu sendiri maupun dalam berlakunya Undang-Undang itu di 

dalam masyarakat.   

                                                             
83 Ibid. 
84 Ibid. Hlm. 87 
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Dari tiga nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu Undang-

Undang ini, maka dengan terpenuhinya ketiga nilai dasar tersebut akan 

menjadikan suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan dapat 

diberlakukan di dalam masayarakat, dan akan membawa tujuan dari masing- 

masing nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu Undang-Undang atau Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Tetapi belum 

cukup hanya berdasarkan pada tiga nilai dasar yang ada, karena tidak menutup 

kemungkinan suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya 

masih memiliki kekurangan. Hal ini berhubungan dengan hal teknis yaitu proses 

pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.  

Ditinjau dari sudut perancangan, ketiga unsur (yuridis, sosiologis dan 

filosofis) dibagi ke dalam dua kelompok utama yang sekaligus merupakan tahap-

tahap dalam perancangan Peraturan Perundang-undangan.
85

 Selain tiga nilai dasar 

yang harus dipenuhi dalam melahirkan suatu Peraturan Perundang-undangan, 

secara teknis juga harus diperhatikan untuk dapat terbentuknya suatu Peraturan 

Perundang-undangan yang dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. 

Maka ada dua tahap yang harus dilalui yaitu penyusunan naskah akademik dan 

tahap perancangan.    

Tahap pertama adalah penyusunan naskah akademik. Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dalam 

merancang atau pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan naskah 

akademik disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan formal 

menyiapkan atau membuat Peraturan Perundang-undangan. Yang terpenting 

                                                             
85 Bagir Manan, Op.cit, Hlm. 18 
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adalah analisis akdemik mengenai berbagai aspek dari Peraturan Perundang-

undangan yang hendak dirancang. Pada tahap ini naskah akademik itulah dasar-

dasar yuridis, sosiologis dan filosofis mendapat kajian secara mendalam. Kedalam 

naskah akademik juga akan dipertimbangkan manfaat atau akibat-akibat yang 

akan timbul seperti beban keuangan negara. Naskah akademik ini tidak 

merupakan kajian ilmiah semata, harus disertai dengan kerangka dan pokok-

pokok isi yang akan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang 

hendak dirancang.
86

  

Tahap kedua adalah tahap perancangan. Tahap kedua ini mencakup aspek- 

aspek prosedural dan penulisan rancangan. Yang dimaksud dengan aspek-aspek 

prosedural adalah hal-hal seperti izin prakarsa, pembentukan panitia antar 

departemen, dan lain sebagainya. Sedangkan penulisan rancangan adalah 

menerjemahkan gagasan, naskah akademik, atau bahan- bahan lain ke  dalam 

bahasa dan struktur yang normatif.
87

  

Selain dua tahap di atas untuk dapat terbentuknya dan berlakunya suatu 

Peraturan Perundang-undangan dengan baik, harus memperhatikan tiga tahap 

yang termasuk juga dalam tahap teknis yaitu tahap formulasi, aplikasi dan 

pelaksanaan. Tahap formulasi merupakan tahap di mana rancangan Peraturan 

Perundang-undangan dirancang dan diformulasi untuk menampung kepentingan 

dan aspirasi masyarakat. Pada tahap aplikasi, apa yang sudah diformulasikan 

dilaksanakan, atau dijalankan untuk dibentuk suatu Peraturan Perundang-

undangan. Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu setelah terbentuknya 

                                                             
86 Bagir Manan, Op.cit, Hlm. 19 
87 Ibid. 
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Peraturan Perundang-undangan maka kemudian diberlakukan atau dilaksanakan 

di dalam masyarakat.  

Menjadi lengkap terbentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan  

dengan termuatnya nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu 

Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kembali teknik- teknik 

yang harus diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang yaitu tahap 

penyusunan naskah akdemik dan tahap perancangan. 

2.1.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dikenal beberapa asas 

umum, antara lain:
88

  

a) Undang-Undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 

Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang 

terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-Undang hanya 

mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang 

berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana,yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, 

kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan Perundang-undangan pidana yang 

mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa Undang-Undang 

hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-

Undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.  

b) Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah 

sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang 

                                                             
88 Ni‟matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusamedia, 

Bandung, 2011, hlm.12. 
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dari Undang-Undang Dasar; dan b) Hakim atau siapapun juga tidak 

mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak 

tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-Undang.  

c) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun 

individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).  

d) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang 

lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut asas ini bahwa 

peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas lex 

superiori derogate lex inferiori ialah: a) undang-undang yang dibuat oleh 

penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 

b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang yang lebih tinggi;
89

 c) Perundang-undangan hanya dapat 

dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan Perundang-

undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak 

ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan 

ketidakpastian dari sistem Perundang-undangan. Bahkan dapat 

menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran Perundang-undangan.
90

 

e) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang 

yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). Menurut asas 

                                                             
89 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.62 
90 Amiroeddin Sjarif, Op.cit, hlm.78-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

    

ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang 

setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang 

bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau 

menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan 

yang umum.
91

  

f) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang 

terdahulu (lex posteriori derogate lex priori). Maksudnya adalah undang-

undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila 

penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan 

yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-

undang atau peraturannya sederajat.
92

  

Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik harus dilakukan 

berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yakni:  

a. kejelasan tujuan;  

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  

d. dapat dilaksanakan;  

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

f. kejelasan rumusan; dan  

g. keterbukaan  

                                                             
91 Umar Said Sugiarto, Op.cit, hlm.64.  
92 Ibid., hlm.64-65. 
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Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan Perundang-undangan juga 

harus mencerminkan asas-asas meliputi:  

a. pengayoman;  

b. kemanusiaan;  

c. kebangsaan;  

d. kekeluargaan;  

e. kenusantaraan;  

f. bhinneka tunggal ika;  

g. keadilan;  

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

2.1.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan  

Jenis-jenis peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, jenis-jenis peraturan Perundang-undangan yaitu terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  
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e. Peraturan Presiden;   

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

terdapat jenis peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup 

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

2.2 Tinjauan umum mengenаi Hukum Olаhrаgа 

Dаlаm olаhrаgа, khususnyа dаlаm hаl ini yаitu sepаk bolа sаngаt dimung-

kinkаn terjаdinyа kontаk fisik аntаrа pelаku dаri olаhrаgа. Аkаn tetаpi, tindаkаn 

kontаk fisik yаng terjаdi seringkаli memunculkаn perdebаtаn bаgi sebаgiаn orаng.  

Sehinggа memunculkаn duа pаndаngаn mengenаi penyelesаiаn аtаs kontаk fisik 

аtаu dаlаm hаl ini kekerаsаn yаng terjаdi di dаlаm lаpаngаn. 

 Duа pаndаngаn tersebut menjаdikаn аdаnyа duа kelompok yаng mempu-

nyаi penilаiаn mаsing-mаsing mengenаi hukum olаhrаgа. Pertаmа yаitu ke-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

    

lompok domestic sports lаw dаn Globаl sports Lаw, sedаngkаn kelompok keduа 

yаitu kelompok Nаtionаl Sports Lаw dаn InterNаtionаl Sports Lаw
93

.  

 2.2.1 Domestic Sports Lаw dаn Globаl Sports Lаw 

 Pаndаngаn pertаmа mengenаi hukum olаhrаgа ini seringkаli disebut Lex 

Sportivа yаng terdiri dаri pengаnut mаdzаb domestic sports lаw sertа globаl 

sports lаw. Keduа pengаnut sumber hukum olаhrаgа ini mempunyаi dаsаr 

pemikirаn bаhwа orgаnisаsi olаhrаgа mempunyаi kewenangаn penuh untuk me-

nyelesаikаn sengketа yаng berаdа di bаwаh nаungаnnyа sertа pаrа pengаnut 

pаhаm ini mengklаim bаhwа melаlu mekаnisme tersebut merekа telаh 

menemukаn cаbаng bаru dаri hukum yаng merekа sebut sebаgаi Lex Sportivа 

yаng diаnggаp sebаgаi lex speciаlis yаng dаpаt diterаpkаn dаlаm duniа olаhrаgа 

kаrenа iа bersumber secаrа lаngsung dаri konstitusi yаng dibentuk oleh federаsi 

olаhrаgа yаng menjаlаnkаn olаhrgа yаng bersаngkutаn
94

. 

 Mengenаi domestic sport lаw sendiri dijаbаrkаn sebаgаi normа hukum yаng 

dibuаt oleh orgаnisаsi olаhrаgа nаsionаl dаn berlаku secаrа internаl bаgi аnggotа 

orgаnisаsi tersebut. Dаlаm perkembаngаnnyа, orgаnisаsi olаhrаgа nаsionаl 

mempunyаi lembаgа hukum sendiri yаng diperuntukkаn bаgi аnggotаnyа yаng 

melаnggаr perаturаn dаri orgаnisаsi. Lembаgа hukum tersebut berperаn untuk 

mengаdili sertа memberikаn putusаn аpаbilа terdаpаt sengketа yаng terjаdi di 

bаwаh orgаnisаsi tersebut.  

                                                             
93

 Topo Sаntoso, Prosecuting Sports Violence: The Indonesiа Footbаll Cаse, Аsiаn Lаw 
Institute (АSL) Working Pаper, No. 019, hlm. 6 

94
 Ken Foster, lex sportivа аnd lex ludicа: the court of аrbitrаtion for sport jurisprudence, 

http://www2.wаrwick.аc.uk/fаc/soc/lаw/elj/es;j/issues/volume3/number2/foster/foster.pdf 
diаkses pаdа hаri 1 Desember 2018 pukul 20.00 WIB 
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 Sementаrа itu, globаl sports lаw sendiri diаrtikаn sebаgаi normа hukum 

trаnsnаsioаl yаng bersifаt otonom yаng dibuаt oleh orgаnisаsi privаt yаng 

mengаtur olаhrаgа pаdа level duniа.  Kаrаkteristik utаmа dаri globаl sport lаw 

yаitu pertаmа iа mirip dengаn sebuаh kontrаk di mаnа kekuаtаn mengikаtnyа ber-

sumber dаri perjаnjiаn yаng menentukаn otoritаs dаn yurisdiksi dаri federаsi 

olаhrаgа internаsionаl dаn yаng keduа iа tidаk tunduk terhаdаp hukum nаsionаl
95

. 

Ken foster mengаtаkаn untuk dаpаt menerаpkаn globаl sport lаw, dibutuhkаn 

kondisi sebаgаi berikut: 

1. Sebuаh orgаnisаsi yаng mempunyаi kewenаngаn konstitusionаl untuk 

mengаtur olаhrаgа dаlаm level internаsionаl. Dаlаm hаl ini biаsаnyа, tаpi 

tidаk selаlu, merupаkаn sebuаh federаsi olаhrаgа internаsionаl. Kewenаngаn 

legislаtif yаng dimiliki orgаnisаsi tersebut menjаdi suаtu hаl yаng penting un-

tuk memformulаsikаn berbаgаi perаturаn tersebut dаpаt ditааti. 

2. Sebuаh forum globаl untuk menyelesаikаn sengketа. Yаng dibutuhkаn аdаlаh 

sebuаh sistem аrbitrаse internаsionаl, bisа berbetuk аd hoc аtаu melаlui insti-

tusi internаsionаl. Forum ini hаrus memiliki yurisdiksi secаrа globаl dаn 

dаpаt menerаpkаn segаlа аspek dаlаm internаtionаl sporting lаw. 

3. Globаl Sport lаw memiliki normа hukum yаng berbedа dаn unik. Normа 

hukum ini merupаkаn kebiаsааn dаn prаktik dаlаm federаsi olаhrаgа in-

ternаsionаl. Normа ini pun butuh digenerаlisаsi dаn dihаrmonisаsikаn dаlаm 

konteks trаnsnаsionаl untuk menjаdi sebuаh normа yаng vаlid. 

 

                                                             
95Ken Foster, Is there globаl sport lаw? , Entertаinment Lаw Journаl, Vol. 2, No. 1 

(London: Frаnk cаse 2003), hlm. 2 
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2.2.2. Nаtionаl Sports Lаw dаn Internаsionаl Sports Lаw 

 Nаtionаl Sports Lаw merupаkаn pengembаngаn dаri kerаngkа hukum dаn 

prinsip hukum yаng secаrа lаngsung diterаpkаn terhаdаp bidаng olаhrаgа oleh 

pаrlemen dаn perаdilаn. Dengаn kаtа lаin, Nаtionаl Sports Lаw merupаkаn 

produk hukum yаng dihаsilkаn oleh pаrlemen dаn putusаn-putusаn pengаdilаn 

yаng berkаitаn dengаn olаhrаgа. Dаlаm konteks hukum di Indonesiа, terdаpat 

sumber Nаtionаl Sports Lаw yаitu Undаng-Undаng Nomor 3 Tаhun 2005 tentаng 

Sistem Keolаhrаgааn Nаsionаl dаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 16 Tаhun 2007 

tentаng Penyelenggаrааn Keolаhrаgааn. Keduа perundаng-undаngаn tersebut 

dibentuk untuk mengаtur bаgаimаnа sistem hukum keolаhrаgааn dijаlаnkаn di 

Indonesiа. 

Sementаrа itu mengenаi internаtionаl sport lаw, diаrtikаn sebаgа prinsip 

hukum umum dаn universаl, khususnyа dаlаm hukum internаsionаl yаng dаpаt 

diterаpkаn dаlаm bidаng olаhrаgа. Menurut foster, prinsip umum ini merupаkаn 

bаgiаn dаri hukum kebiаsааn internаsionаl, аtаu jus commune, nаmun tidаk 

terbаtаs pаdа prinsip dаri perjаnjiаn yаng mengikаt, lаrаngаn menguntungkаn diri 

sendiri secаrа melаwаn hukum, jаminаn prosedurаl yаng аdil, dаn pro-

porsionаlitаs dаn tаnggung jаwаb pribаdi
96

. Sebаgаi prinsip hukum umum, yаng 

dаpаt diterаpkаn secаrа universаl, prinsip inipun tidаk dаpаt dicegаh mаupun di-

interpretаsikаn oleh federаsi olаhrаgа internаsionаl untuk digunаkаn sesuаi kebu-

tuhаn merekа. Di sаmping itu, sebаgаi prinsip hukum, prinsip inipun diterаpkаn 

dаlаm pengаdilаn nаsionаl mаupun trаnsnаsionаl yаng sesuаi, dengаn kаtа lаin 

eksistensi merekа membаtаsi kesempаtаn yаng dimiliki federаsi olаhrаgа in-

                                                             
96 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

    

ternаsionаl untuk mengаtur dirinyа secаrа penuh dengаn mendаsаrkаnnyа pаdа 

stаndаr dаsаr dаri аsаs-аsаs pemerintаhаn yаng bаik. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Kedudukan Statuta PSSI dalam Sistem Hukum di Indonesia 

 

 

Bagan 5.1 

Kerangka Berpikir Kedudukan Statuta PSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan olahraga yang pesat, khususnya sepak bola dilihat oleh 

penulis tidak sejalan dengan perkembangan dari kajian mengenai hukum olahraga 

yang mengatur segala aspek hukum dalam kegiatan olahraganya. Penulis 

memandang masih simpang siurnya kedudukan hukum olahraga merupakan suatu 

problem tersendiri yang dirasa cukup rumit. Hingga kini, masih terdapat dua 

pandangan besar yang mengikuti perkembangan hukum olahraga.  

Pertama, pandangan yang lazim menyebut hukum olahraga sebagai Lex 

Sportiva. Kelompok pertama ini merupakan penganut madzab domestic sports law 

Statuta PSSI 
Domestic Sports 
Law dan Global 

Sports Law 

Hukum Nasional 

Hukum 
Transnasional 

National sports law 
dan International 

Sports Law 

Teori Kedaulatan 
Negara 

Teori Perundang-
undangan 

Undang-Undang 
Sistem Keolahragaan 

Nasional 
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atau Global Sports Law. Pandangan pertama ini dengan tokohnya yang terkenal 

yakni Ken Foster, memandang secara garis besar bahwa hukum olahraga atau Lex 

Sportiva sebagai hukum yang tidak berada di dalam hukum internasional maupun 

hukum nasional, melainkan ia berdiri sendiri sebagai hukum transnasional yang 

berdiri sendiri dan tidak terikat oleh hukum lainnya.  

Kedua, pandangan National sports law dan International sports law. 

Kelompok ini dengan salah satu tokohnya yang bernama Mark James, 

memandang bahwa hukum olahraga merupakan pengembangan dari kerangka 

hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan langsung kepada bidang 

olahraga oleh parlemen dan peradilan. Dengan kata lain, national sports law 

merupakan undang-undang yang dihasilkan parlemen dan putusan-putusan 

pengadilan yang berpengaruh terhadap pemerintahan, administrasi, konsumsi dan 

bahkan partisipasi dalam olahraga; ini merupakan penerapan hukum yang 

sebenarnya ke dalam olahraga.
97

 Mark James mendefinisikan National Sports Law 

sebagai hukum yang diciptakan oleh parlemen, pengadilan, dan dilaksanakan oleh 

pihak-pihak yang berkaitan dengan regulasi dan pemerintahan dalam olahraga 

yang kemudian dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga.
98

 

Terkait dengan penelitian ini sendiri, penulis akan mencoba menjabarkan 

terlebih dahulu mengenai pandangan pertama, yakni pandangan yang menyebut 

hukum olahraga sebagai Lex Sportiva. Lex Sportiva merupakan istilah yang 

hingga kini belum begitu terkenal di kalangan akademisi, termasuk di Indonesia. 

Kajian pertama kali mengenai Lex Sportiva di Indonesia terjadi ketika Hinca IP 

                                                             
97

 Mark James, Sports Law, Palgrave Macmilan, Hampshire, 2010, Hlm. 5 Sebagaimana 
dikutip Anugerah Rizki, Tindak Pidana…, SKRIPSI, FH UI, 2011, Hlm. 103 

98 Ibid. 
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Pandjaitan mengenalkannya dalam sebuah forum ilmiah dengan judul makalahnya 

yakni “Memperkenalkan Lex Sportiva di Indonesia: Problema dan Tantangan 

Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum”.
99

 

Sebagai sebuah istilah yang tergolong baru, kajian mengenai Lex Sportiva sendiri 

tentunya tidak begitu banyak. Sehingga, hingga kini pun kedudukan pasti dari Lex 

Sportiva masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan akademisi. 

Secara sederhana Lex Sportiva dapat dirumuskan sebagai hukum yang 

khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas 

olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri 

tanpa intervensi dari hukum positip suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum 

internasional.
100

 Dimitrios Panagiotopoulos menyatakan bahwa,  

“… Lex Sportiva is a legal order, which incorporates state-adopted law 

and the law adopted by the national and international bodies representing 

organized sport. These bodies operate to the standards of unions and in 

the context of the autonomy granted to such bodies and operate within 

states in a pyramid-like fashion and at international level in the form of a 

special relationship linking them to the relevant international sports 

federation. The law produced in this manner is thus a law which is, in 

essence, non-national law, which claims for itself direct and preferential 

application within sports legal orders and the par excellence law in sports 

life”
101

 

Menurut Franck Latty, selain F Rigaux
102

 yang menggunakan ungkapan 

latin lex dalam meneliti aspek hukum olahraga, Th. Summerer juga telah 

melakukan studi di mana ia mengualifikasikan anggaran dasar organisasi-

organisasi olahraga internasional sebagai Lex Sportiva internationalis sui 

                                                             
99 Makalah pada seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, diselenggarakan oleh 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 10 Februari 2010. 
100

 Ashari Setya, Otonomi Lex sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU 
KUHP,  http://www. hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkan-dengan-
suapdalam-olahraga-di-ruu-kuhp, diakses pada 20 Januari 2019 Pukul 18.54 

101 Hinca Pandjaitan, Op.cit 
102 F.Rigaux sebagaimana dikutip oleh  Hinca Pandjaitan, Ibid., Hlm. 33.  
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generis.
103

 Franck Latty membedakan munculnya hukum olahraga internasional 

yang otonom yang berbeda dari hukum negara dan yang melampaui pembagian 

dunia ke dalam sistem-sistem hukum yang berdaulat, meskipun terdapat Lex 

Sportiva internasional yang terbentuk oleh sistem hukum olahraga 

transnasional.
104

 Ungkapan dan istilah Lex Sportiva secara mudah dapat ditemui 

dalam yurisprudensi Court of Arbitration for Sport (CAS). Sejak didirikan sebagai 

perpanjangan tangan dari IOC pada tahun 1984, CAS telah berkembang menjadi 

otoritas yang dihormati dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan 

berbagai macam olahraga dan mengeluarkan berbagai macam  yurisprudensi 

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Tidak seperti pengadilan sipil tradisional, 

CAS memperoleh yurisdiksinya dalam kasus tertentu hanya melalui kesepakatan 

bersama dari pihak yang terlibat. Prosedur ini, yang dikenal sebagai arbitrase, 

dirancang untuk mengikat semua pihak.
105

 Dalam pelaksanaan tugasnya, CAS 

dapat menjadi sumber kategori baru norma-norma yang menggabungkan 

peraturan-peraturan yang sesuai untuk kompetisi-kompetisi dan prinsip-prinsip 

dasar hukum.  

Norma-norma tersebut yang berlaku terhadap seluruh komunitas olahraga 

dan pada pokoknya terhadap kelompok-kelompok olahraga internasional, patut 

menyandang nama Lex Sportiva.
106

 Penggunaan arbitrasi memungkinkan untuk 

                                                             
103 Th. Summerer, Internationales Sportrecht vor dem Staatlichten Richter in der 

Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA, und England, Europarecht-Volkrerreecht-Studien 
and Materielen, Munchen, VVF, 1990, p.95, sebagaimana dikutip oleh Hinca Pandjaitan, Ibid.  

104 E. Loquin, “Sports et droit international prive”, Lamy Droit du sport, mai 2003, n 186-
90, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, Loc.Cit. 

105
 Court of Arbitration for Sport (CAS) – World of Sport Science dimuat dalam 

http://www.faqs.org/sportsscience/Ce-Do/Court-of-Arbitration-for-Sport-CAS.html, diakses 
tanggal 12 Januari 2019 pukul 21.16 WIB. 

106 G. Simon, L’arbitrage des conflict sportifs, R.A. 1995, p.205, sebagaimana dikutip oleh 
Franck Latty, Ibid, hlm.34 
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mengangkat prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

kepentingan yang hendak diatur oleh prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini 

bersifat otonom dalam arti bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak ditarik dari suatu 

sistem hukum negara di mana situasi sengketa dibatasi.
107

  Dengan inspirasi yang 

sama, banyak pakar yang mengualifikasikan prinsip-prinsip yang diambil oleh 

yurisprudensi CAS, bahkan seluruh yurisprudensinya sebagai Lex Sportiva. A. 

Rigozzi, memberikan pengertian tentang Lex Sportiva sebagai serangkaian norma 

hukum privat yang diambil dari interaksi antara norma-norma hukum olahraga 

dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan sistem-sistem hukum negara, 

sebagaimana diwujudkan dalam arbitrase-arbitrase olahraga.
108

  

Namun, menurut Hinca IP Pandjaitan, Lex Sportiva tidak perlu untuk 

membatasi bidangnya hanya pada yurisprudensi pengadilan arbitrase olahraga 

saja, tetapi juga harus mencakup pada peraturan-peraturan dari organisasi 

olahraga transnasional.  Sebab, jika tidak, dapat menimbulkan keraguan terhadap 

netralitas dari Lex Sportiva itu sendiri. Keraguan akan netralitas tersebut bisa jadi 

muncul karena menganggap Lex Sportiva nantinya dijadikan sebagai alat 

kepentingan dari sebuah kelompok, dalam arti penelitian ini yakni pengurus dari 

PSSI sebagi induk dari olahraga sepak bola di Indonesia. 

Terkait perdebatan mengenai kedudukannya, Franck Latty 

menggambarkan kedudukan Lex Sportiva tidak berada dalam sistem hukum 

nasional dan juga tidak berada di dalam sistem hukum internasional, melainkan 

                                                             
107 Hinca Pandjaitan, Op.cit 
108 A. Rigozzi, sebagaimana dikutip oleh Franck Latty, Ibid., Hlm. 35. 
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berada di dalam sistem hukum transnasional.
109

 Hinca Pandjaitan dalam bukunya 

juga menyampaikan pendapat yang sama, ia menggambarkan dalam sebuah 

contoh kasus dalam mekanisme penegakan hukum disiplin terhadap kompetisi 

sepak bola profesional, salah satu sanksi  adalah “sanksi larangan menggunakan 

stadion tertentu dikarenakan keributan dan kerusuhan pendukung tuan rumah 

yang dianggap sebagai kegagalan panitia pelaksana pertandingan kompetisi sepak 

bola berdasarkan Kode Disiplin FIFA.” Contoh kasus tersebut merupakan contoh 

kasus umum yang sering terjadi termasuk di Indonesia. Komisi disiplin PSSI juga 

menjatuhkan hukuman yang serupa terhadap pelanggaran yang sama di dalam 

kompetisi sepak bola di bawah yurisdiksinya sebagai badan peradilan berdasarkan 

kode disiplin PSSI yang sejalan dengan Kode Disiplin FIFA.
110

 

Hinca Pandjaitan menjabarkan bahwa contoh kasus tersebut sama sekali 

tidak berlaku hukum  nasional suatu Negara dan juga tidak berlaku hukum 

internasional.  Ia memandang bahwa yang berlaku dalam kasus tersebut adalah 

hukum transnasional, yang oleh Franck Latty dipahami sebagai hukum yang lahir 

dari sumber-sumber badan privat internasional, atau lebih tepat disebut hukum 

yang bersumber dari hukum privat yang berlaku terhadap hubungan orang-orang 

di luar campur tangan Negara.
111

 

Konsep terkait kedudukan Lex Sportiva sebagai hukum transnasional harus 

dilaksanakan dengan hati-hati yang bertujuan untuk menghindari Lex Sportiva 

dijadikan sebagai alat politik bagi para pelaku organisasi olahraga. Kehati-hatian 

tersebut dimaksudkan agar organisasi olahraga terhindar dari kepentingan dari 
                                                             

109 Franck Latty, La Lex sportiva, Recherche dur le Droit Transnasional, Marinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, Boston, 2007, Hlm. 1-46 sebagaimana dikutip oleh Hinca Pandjaitan, Op.cit 

110 Baca Hinca Pandjaitan, Op.cit, Hlm. 136-137 
111 Franck Latty, sebagaimana dikutip oleh Hinca IP Pandjaitan, Ibid., Hlm. 136 
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sebuah golongan yang mempunyai tujuan untuk terbebas dari sistem hukum 

publik. Pandangan tersebut sesuai dengan kritik yang disampaikan oleh L.M 

Cazorla terkait Lex Sportiva yang dikatakannya tidak netral karena dianggap 

dalam bidang olahraga dipahami sebagai golongan yang memiliki hidupnya 

sendiri yang mempunyai aturan yang sangat khusus, sikap tersebut dapat 

dikatakan sebagai korporatisme olahraga yang berujung pada penolakan terhadap 

segala dasar aturan yang dirasa asing atau tidak sejalan dengan aturan yang ada 

dalam organisasi olahraga.
112

 

Sesungguhnya, dalam bidang olahraga keinginan untuk membebaskan diri 

dari campur tangan state dan dari hukum-hukum negara begitu besar bagi 

lembaga-lembaga keolahragaan yang ingin mempertahankan otonomi yang 

diperoleh secara de facto  selama bertahun-tahun. Adalah fakta bahwa olahraga 

sejak lama tetap tidak lazim bagi campur tangan state. Organisas-organisasi 

olahraga tersebut berani memanfaatkan ide tentang Lex Sportiva yang terus 

menguat. Di belakang prestise kata hukum dalam bentuk latinnya yaitu lex, 

tersembunyi pencarian yang tidak disadari akan legalitas yang memadai untuk 

menjauh dari aturan-aturan yang berasal dari state.
113

 Dengan demikian, ada 

peralihan dari suatu masyarakat yang diatur oleh kekuasaan negara ke masyarakat 

yang sebagian besar diatur oleh otoritas-otoritas swasta.
114

 Dengan demikian, 

berdasarkan beberapa aspek tersebut, hukum transnasional yang berdasarkan pada 

keinginan yang tidak dapat diperdebatkan untuk melepaskan diri dari otoritas 

undang-undang dan dari pengaturan oleh otoritas tertentu, bahkan otoritas-otoritas 

                                                             
112 Lihat L.M. Cazorla, Deporte y estado, Barcelona, Ed Labor, 1979, pp. 20-21 

sebagaimana dikutip dalam Hinca IP Pandjaitan, Op.cit, Hlm. 148 
113 Ibid., Hlm. 148 
114 Ibid. 
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yuridis state. Hukum transnasional sering menjadi tanda dari suatu keinginan 

untuk bebas dari otoritas negara atau dari organisasi-organisasi antarnegara, kalau 

tidak ingin dikatakan sebagai ambisi untuk melawan otoritasotoritas tersebut. 

Dalam hal-hal tertentu, hukum transnasional bahkan memperlihatkan ciri-ciri 

suatu sistem yang agresif, dinamis, yang menyerang secara langsung lawan-

lawannya. 

Pandangan lain mengenai kedudukan dari Lex Sportiva disampaikan oleh 

J. Nafizer dan M. Bellof, keduanya memandang bahwa Lex Sportiva sebagai 

bagian dari hukum internasional. J. Nafziger berpendapat bahwa “… as an 

authoritative process of decision making and legal discipline, international sports 

law is as much matter of international law as of sports law. Dalam pendapatnya 

Nafziger secara tegas menyatakan jika hukum olahraga international sebagai 

cabang dari hukum internasional. Ia mengemukakan bahwa salah satu aspek 

pokok dari hukum olahraga adalah jus commune, yakni prinsip umum hukum 

internasional.
115

 M. Bellof memandang bahwa Lex Sportiva merupakan hukum 

olahraga yang mempunyai karakter internasional yang bersifat inheren karena 

landasan normatifnya terdapat dalam konstitusi federasi-federasi olahraga 

internasional dan memiliki tiga elemen pokok, yaitu:
116

 

 It has a transnational norms generated by the rules and practice of inter-

national sporting federations 

                                                             
115 J. Nafziger, Globalizing Sports Law, Marquette sport law journal 9, 1999, Hlm. 225 dan 

237 sebagaimana dikutip oleh Hinca Pandjaitan, Ibid. Hlm. 154 
116 M. Bellof, T. Kerr, dan M. Demetriou, sport law, oxfort, hart, 1999 sebagaimana dikutip 

oleh Ken Foster, Op.cit, Hlm. 8 
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 It has unique jurisprudence, with legal prinsiples that are different from 

those of national courts, and which is declarated by the court of arbitra-

tion of sports; and 

 It is constitutionally autonomous from national law 

Menurut M. Beloff, hukum olahraga internasional tidak sekedar 

menggabungkan norma-norma Negara. Hukum ini menyiratkan adanya badan 

hukum khusus. Hukum olahraga internasional menghasilkan prinsip sui generis 

yang tidak terdapat dalam hukum lain. Sumber hukum olahraga internasional 

adalah hukum internasional publik. Prinsip doktrinal dan konseptual hukum 

olahraga internasional tidak dapat dikembangkan sepenuhnya kecuali oleh 

lembaga terpisah. Tanpa pengadilan olahraga internasional, bisa jadi tidak ada 

yurisprudensi khusus, dan tanpa yurisprudensi khusus, tidak ada hukum organisasi 

olahraga yang real. Jadi, pengakuan terhadap CAS sebagai sumber kelembagaan 

pokok bagi hukum olahraga internasional merupakan aspek kunci. Grundnorm, 

untuk hukum olahraga internasional merupakan otonomi untuk proses 

pengambilan keputusan oleh federasi olahraga internasional.
117

 

Pendapat mengenai kedudukan Lex Sportiva sebagai bagian hukum 

internasional ditolak oleh Ken Foster, ia membuat rumusan bahwa Lex Sportiva 

merupakan a global sports law sebagai sebuah peraturan hukum yang otonom dan 

independen, yang melintasi wilayah hukum Negara, yang diciptakan oleh lembaga 

swasta global, yang mengatur olahraga secara independen. Ken Foster 

memandang karakteristik utama dari  hukum olahraga global adalah peraturan 

kontraktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk 

                                                             
117 Ibid. 
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menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga 

internasional tersebut. Selaim itu, Lex Sportiva as a global sports law tidak diatur 

oleh hukum nasional.
118

 

Pendapat Ken Foster didukung oleh pandangan dari G. Teubner dalam 

bukunya “A Global law without a state”.
119

 Ia memandang Lex Sportiva sebagai 

sui generis sebagai seperangkat prinsip yang diciptakan dari norma-norma hukum 

lintas Negara yang dihasilkan oleh peraturan, dan penafsiran terhadap peraturan 

tersebut dilakukan oleh federasi-federasi olahraga internasional. Lex Sportiva as a 

Global Sports Law merupakan peraturan hukum terpisah yang secara global 

bersifat otonom dan independen. Hal ini menggambarkan jika federasi olahraga 

tidak dapat diatur oleh pengadilan Negara. Mereka hanya dapat diatur oleh 

lembaga-lembaga internal mereka sendiri atau oleh lembaga-lembaga eksternal 

yang dibuat atau disahkan oleh mereka.
120

  

Ken Foster menjelaskan lebih lanjut bahwa Lex Sportiva dapat diterima 

menjadi a Global sports law jika memenuhi beberapa syarat, yakni:
121

  

Pertama, persyaratan tentang keberadaan organisasinya dengan kedaulatan dan 

kekuasaan untuk mengatur yang melebihi kekuasaan olahraga internasional. 

Biasanya, organisasi ini berupa federasi olahraga internasional. Namun demikian, 

kompetensi penetapan hukum organisasi ini diperlukan untuk menciptakan dasar 

normatif yang membebankan kewajiban sosial terhadap aturan yang dibuat. 

                                                             
118

 Ken Foster, Op.cit 
119 G. Teubner (ed), Global Law Without a State,Andover, Dartmouth, 1997, sebagaimana 

dikutip Ken Foster, Loc.cit 
120 Hinca Pandjaitan, Op.cit, Hlm. 156 
121 Ibid, Hlm. 163-164 
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Kedua, persyaratan tentang keharusan adanya forum global untuk penyelesaian 

sengketa olahraga yang timbul sebagai sistem eksternal arbitrase internasional, 

baik secara ad hoc maupun melalui lembaga internasional. Forum ini harus 

memiliki yurisdiksi global dan dapat menerapkan semua aspek hukum olahraga 

internasional. 

Ketiga, persyaratan tentang keharusan adanya hukum olahraga global yang 

memiliki norma-norma yang khusus. Namun demikian, norma-norma ini hanya 

merupakan praktik kebiasaan dan praktik yang terdapat dalam federasi-federasi 

olaharaga internasional tersebut. Norma-norma tersebut perlu dipadukan dan 

diselaraskan dalam konteks lintas Negara. 

Keempat, perlu digarisbawahi bahwa norma-norma tersebut di atas bukan 

seperangkat prinsip hukum komparatif, seperti prinsip umum hukum yang diambil 

dari bacaan komparatif atau umum terhadap sistem hukum sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam pertimbangan putusan The Court of Arbitration for Sport. 

Forum ini dicakup oleh hukum olahraga internasional. 

Kelima, persyaratan tentang hukum olahraga global yang menciptakan sistem 

imun terhadap intervensi Negara dan karenanya harus dihormati oleh pengadilan 

Negara. Sistem ini diberlakukan secara universal dan tidak memerlukan 

pengakuan atau pengesahan secara spesifik oleh sistem hukum Negara. Hal ini 

secara otomatis lintas Negara. Sistem ini  berfungsi sebagai perimtah 

konstitusional bagi pengadilan Negara bahwa ada prinsip global yang 

memberikan otonomi bagi sistem olahraga global. Oleh karenanya, konteks 
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olahraga internasional dinyatakan sebagai satu, di mana negara-negara tidak dapat 

mengaturnya. 

Ken Foster menjabarkan dan meyakini bahwa Lex Sportiva mempunyai 

otonomi dan kedaulatan yang khusus yang tidak bisa dicampuri oleh hukum 

nasional Negara. Klaim otonomi khusus Lex Sportiva ini dijabarkan dalam empat 

argument pokok, yakni:
122

 

1. Bahwa federasi olahraga internasional secara hukum tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas aktifitas dan perbuatannya mengelola dan me-

nyelenggarakan organisasinya dan pertandingan olahraga. Imunitas feder-

asi olahraga ini berasal dari sifat internasional dan karakter supremasinya 

sendiri, sama seperti pengalaman English trade union tahun 1906 sampai 

dengan 1982. Federasi olahraga internasional dengan banyak elemen 

imunitas diplomatis ini dilindungi oleh hukum internasional umum. IOC 

berfungsi hampir sebagai a quasi-state, dan negara tentu saja tidak tunduk 

pada pengadilan Negara berdasar hukum internasional. 

2. Klaim yang lebih terbatas ketimbang imunitas total yakni klaim untuk lev-

el tertinggi dari regulasi oleh federasi-federasi olahraga internasional. Fed-

erasi olahraga internasional ini menciptakan hierarki norma-norma yang 

saling mengikat yang memastikan bahwa mereka memiliki yurisdiksi di 

atas siapapun dan apapun terkait dengan olahraga internasional. Hal ini 

terwujud dalam klaim bahwa regulasi mereka sendiri melampaui hukum 

Negara dan bahwa atlet memiliki kewajiban pokok terhadap regulasi ter-

sebut ketimbang terhadap hukum Negara. Klaim inilah yang membuat Lex 

                                                             
122 Ken Foster, sebagaimana dikutip oleh Hinca Pandjaitan, Op.cit, Hlm. 165 
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Sportiva sangat dihormati. Apa yang kemudian membedakan Lex Sportiva 

adalah bahwa Lex Sportiva mengesampingkan hukum nasional dan mem-

buat insan olahraga tunduk pada aturan federasi olahraga internasional. 

Berdasarkan hal ini, maka terdapat klaim yang menyatakan bahwa federasi 

olahraga dapat menciptakan hukum global dan oleh karenanya akan diakui 

sebagai ketentuan yang mengikat oleh pengadilan Negara. 

3. Lex Sportiva dapat dilihat dan dipahami sebagai petunjuk bagi pengadilan 

Negara di mana pengadilan agama harus menurutinya. Lex Sportiva 

menetapkan standard dan prinsip global yang menetapkan masing-masing 

area persaingan regulasi. Dengan kata lain, Lex Sportiva menarik garis un-

tuk non intervensi oleh pengadilan dan pemerintah ke dalam urusan feder-

asi-federasi olahraga internasional sepanjang mereka adalah agen federasi 

olahraga internasional, dan juga ke dalam urusan federasi-federasi 

olahraga nasional. 

4. Federasi olahraga internasional juga mengklaim otonomi untuk metode 

penyelesaian sengketa. Lex Sportiva selalu mengupayakan memiliki 

yurisdiksi eksklusif dan mencegah atlet untuk mengakses pengadilan 

Negara. Federasi olahraga internasional melakukan hal ini dengan salah 

satunya menyatakan bahwa di dalam Statutanya keputusan yang diambil 

adalah bersifat final dan mengikat dan karenanya atlet tidak berhak band-

ing final ke pengadilan. Ketentuan ini disebut sebagai “klausul pengecua-

lian” di bidang olahraga. Selain itu, federasi olahraga biasanya me-

wajibkan semua subjek olahraga membawa sengketa ke dalam arbitrase 

khusus yang dibuat dan dinyatakan tunduk untuk terhadapnya, panel ini 
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berupa badan banding arbitrasi yang lazim disebut sebagai Court of Arbi-

tration for sports. Cara ketiga adalah atlet dimintai untuk menandatangani 

perjanjian untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap federasi 

olahraga internasional sebagai prasyarat untuk mengikuti pertandingan in-

ternasional. Taktik tersebut dilakukan untuk memunculkan zona khusus 

sehingga setiap subjek dalam olahraga tidak bisa mengakses pengadilan 

Negara dan bergantung pada pengadilan-pengadilan yang diciptakan oleh 

federasi-federasi olahraga. 

Uraian mengenai Lex Sportiva ini secara khusus menyimpulkan konsep 

menarik dari Lex Sportiva sebagai karakteristiknya. Dalam makalahnya Ken 

Foster menyebut konsep Lex Sportiva sebagai “… a fascinating legal concept, 

especially to legal theorist as well as sports lawyers and practitioners”.
123

 

Adapun konsep Lex Sportiva yang kemudian menjadi karakteristiknya menurut 

Ken Foster, yakni 

1. Lex Sportiva merupakan suatu sistem hukum yang global dan transna-

sional serta melampau batas-batas Negara; 

2. Lex Sportiva merupakan contoh utama sebagai global legal pluralis; 

3. Lex Sportiva sebaga private kontraktual order dan karenanya mempu-

nyai tingkat otonomi yang tinggi; 

4. Lex Sportiva merupakan varian dari model penyelesaian sengketa 

olahraga sebagai a part of a wider privatization of sports law, which 

                                                             
123 Lihat Ken Foster, Lex Sportiva: Transnational Law in Action, makalah yang disampaikan 

pada International Law Conference on Lex sportiva, yang diselenggarakan Universitas Pelita 
Harapan bekerja sama dengan T.M.C ASSER Instituut, The Hague Belanda dan Indonesia Lex 
sportiva Instituta di Universitas Pelita Harapan, 22 Desember 2010, Hlm. 1 
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takes issues awary from national courts by refererence to contractual 

agreement.
124

 

Mengenai pandangan kedua yakni National Sports Law dan International 

Sports Law, Mark James berpendapat bahwa National Sports Law merupakan 

hukum yang diciptakan oleh parlemen, pengadilan dan dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang berkaitan dengan dengan regulasi dan pemerintahan dalam olahraga 

yang kemudian dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga.
125

 Seperti 

misalnya di Prancis terdapat Loi du Sport (Loi No. 84-610 du 16-07-1984) yang 

mengatur secara khusus berbagai aspek olahraga. Sumber lain terkait dengan 

National Sport Law terdapat dalam putusan pengadilan inggris. Putusan 

pengadilan ini muncul dikarenakan memang tidak adanya undang-undang di 

Inggris yang secara khusus mengatur mengenai jalannya olahraga. Lalu, 

bagaimana dengan Indonesia sendiri? 

Perkembangan National sports Law di Indonesia ditandai dengan adanya 

peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai jalannya 

olahraga, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan. Kedua peraturan Perundang-undangan tersebut 

mengatur segala aspek yang terkait dengan bidang keolahragaan. Kedua peraturan 

Perundang-undangan tersebut, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

                                                             
124 Ken Foster, op.cit. 
125 Mark James, sebagaimana dikutip oleh Hinca Pandjaitan, Op.cit 
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Thaun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat dikatakan sebagai 

bagian dari instrumen National sports law. 

Instrumen lain National Sports Law yang terdapat di Indonesia yakni 

putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska yang 

dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 

173/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dan putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga 

dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 

190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao. Putusan tersebut 

merupakan buntut terjadinya perkelahian antara kedua pemain tersebut dalam 

lanjutan pertandingan sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia yang 

mempertemukan Persis Solo dengan Gresik United di Stadion R. Maladi, Solo 

pada tanggal 12 Februari 2009. Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan 

bahwa aturan yang dibuat oleh PSSI sebagai induk sepak bola hanya merupakan 

rule of the game di dalam permainan sepak bola, dan bukan merupakan rule of the 

law yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga rule of the game tersebut 

dianggap tidak dapat mengesampingkan rule of the law yang ada. 

Dua pandangan tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan 

mendasar terkait kedudukan dari Statuta PSSI dalam sistem hukum Indonesia. 

Apakah ia berdiri secara otonom seperti pandangan dari para penganut domestic 

sports law dan global sports law, atau justru ia tunduk terhadap hukum nasional? 
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Statuta PSSI pada dasarnya merupakan aturan yang segala aspeknya 

sejalan dan tunduk terhadap apa yang terdapat dalam Statuta FIFA. Tunduknya 

Statuta PSSI terhadap Statuta FIFA ini dikarenakan PSSI merupakan salah satu 

anggota FIFA. Sebagai anggota FIFA, PSSI mempunyai kewajiban yang tertuang 

dalam Pasal 13 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA, 

sebagai berikut:  

(a)  to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions 

of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 60  

par. 1 of the FIFA statutes.  

(b)  to take part in competitions organized by FIFA.  

(c)   to pay their membership subscriptions.  

(d) to ensure that their own members comply with the Statutes,   

regulations, directives and decisions of FIFA bodies.  

(e)  to create a Referees Committee that is directly subordinate to the       

Member.  

(f)  to respect the Laws of the Game.   

(g) to manage their affairs independently and ensure that their own affairs 

are not influenced by any third parties.  

(h) to comply fully with all other duties arising from these Statutes and 

other regulations.  

 

Pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat 

dikenai sanksi hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (2) yang 

menyatakan “violation of the above-mentioned obligations by any member may 

lead to sanctions provided for in these Statutes”. Kewajiban anggota FIFA untuk 

menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga 

dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan “each 

member shall manage its affairs independently and with no influences from third 

parties”. Bahkan Pasal 17 ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa: “a member’s 

bodies shall be either elected or appointed in that association. A Member’s 
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statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence 

of the election or appoinment”. 

Jika ketentuan ini dilanggar, maka akibatnya adalah bahwa keabsahan 

anggota FIFA itu tidak diakui FIFA, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 

ayat (3) Statuta FIFA yang menyatakan,  

“any member’s bodies that have not been elected or appointed in 

compliance with the provisions of par 2 even on an interim basis, shall not 

be recognised by FIFA.”  

Ancaman hukuman yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (4) Statuta 

FIFA yang menyatakan decisions passed by bodies that have not been elected or 

appointed in copliance with par. 2 shall not be recognised by FIFA. 

Berdasar hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PSSI merupakan kepanjangan 

tangan dari FIFA, begitu pula Statuta yang terapat di dalamnya, Statuta PSSI juga 

merupakan kepanjangan tangan dari Statuta FIFA. Statuta PSSI Sebagai bagian 

dari kepanjangan Statuta FIFA merupakan sistem hukum yang mengatur secara 

keseluruhan mengenai tata kelola, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa terkait 

jalannya sepak bola professional di Indonesia. Tentunya, dapat dikatakan bahwa 

Statuta PSSI ini termasuk Lex Sportiva yang terdapat di Indonesia. 

Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva seperti yang telah dijabarkan tentunya 

melekat sifatnya sebagai hukum transnasional yang otonom dan berada di luar 

hukum nasional dan internasional. Sifat tersebut tentunya memberikan 

kewenangan yang luas terhadap PSSI dalam melaksanakan dan mengelola sepak 

bola professional di Indonesia. Sebagai Lex Sportiva, penulis memandang 

tentunya melekat pula dalam Statuta PSSI sifat-sifat lainnya, yakni:
126

 

                                                             
126 Baca argumen Ken Foster terkait Lex sportiva sebagai sebuah peraturan hukum yang 

otonom, Hinca Padjaitan, Op.cit, Hlm. 165 
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Pertama, segala pertanggungjawaban atas aktivitas dan perbuatannya mengelola 

dan menyelenggarakan organisasi dan kegiatan olahraganya. 

Kedua, seiring dengan Statuta FIFA, Statuta PSSI menciptakan hierarki-hierarki 

norma yang kemudian memastikan mereka mempunyai yurisdiksi sendiri yang 

tidak dapat dicampuri oleh pihak ketiga. Secara tidak langsung, Statuta PSSI 

mengesampingkan hukum nasional dan memaksa setiap subjek yang terikat 

dengannya untuk tunduk terhadap Statuta. 

Ketiga, Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva memberikan petunjuk terhadap 

pengadilan Negara di mana pengadilan Negara harus tunduk padanya. Statuta 

PSSI memberikan batasan untuk tidak adanya intervensi oleh pengadilan dan 

pemerintahan ke dalam urusan-urusan federasi. 

Keempat, Statuta PSSI mempunyai metode tersendiri dalam melakukan 

penyelesaian sengketa yang di dalamnya memberikan ia yurisdiksi yang eksklusif 

dan mencegah subjek yang terikat olehnya untuk mengakses pengadilan Negara. 

Hal ini dinyatakan secara jelas diatur dalam pasal 70 ayat (1) bahwa PSSI, 

Anggota, Pemain, Ofisial, serta Agen Pemain tidak diperkenankan mengajukan 

perselisihan ke Pengadilan Negara dan ke badan arbitrase lainnya serta alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan 

peraturan-peraturan FIFA.
127

 

Kewenangan yang luas dari Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva pada 

akhirnya memunculkan permasalahan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. 

Posisi Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva yang mengatur segala aspek mengenai 

                                                             
127 Statuta PSSI Pasal 70 ayat (1) 
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kegiatan olahraga sepak bola berbenturan dengan aspek-aspek penyelenggaraan 

keolahragaan yang juga diatur dalam sistem hukum yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 

tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan. Adanya kedua peraturan 

Perundang-undangan tersebut dipandang oleh penulis sebagai wujud prinsip 

kedaulatan  yang diperoleh Pemerintah Indonesia dari negara yang berpandangan 

mempunyai kewenangan dalam  menyelenggarakan olahraga di Indonesia karena 

berada di wilayah hukum Indonesia dalam batas-batas yang tidak melanggar 

hukum internasional. Wujud kedaulatan tersebut dituangkan ke dalam kerangka 

sistem keolahragaan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional (UU SKN) menyatakan bahwa Sistem Keolahragaan Nasional 

merupakan keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, 

sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi 

pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
128

 Subsistem yang 

menjadi kesatuan sistem kelolahragaan nasional antara lain adalah pelaku 

olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, 

upaya dan peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu 

pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya 

dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional ini 

                                                             
128 Pasal 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional 
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diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-

upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem 

antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani 

keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan sumber daya 

manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber 

dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara 

menyeluruh.
129

  

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU SKN, keolahragaan nasional 

diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi mengembangkan kemampuan 

jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang 

bermartabat.
130

 Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan 

akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan 

kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, 

martabat, dan kehormatan bangsa.
131

 Selanjutnya dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dinyatakan bahwa olahraga merupakan 

bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga 

keberadaan dan pembinaan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum 

nasional.
132

 

                                                             
129 Penjelasan umum undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional 
130

 Pasal 2 dan 3 Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional 
131 Pasal 4 Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional 
132 Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional 
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Rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut tentunya berbenturan dengan 

Statuta PSSI sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan olaharaga sepak bola 

profesional di Indonesia. Benturan kewenangan tersebut terjadi karena di dalam 

Statuta PSSI yang mengekor pada Statuta FIFA berpandangan, bahwa 

pengelolaan olahraga sepak bola mulai dari pengaturan, penyelenggaraan dan 

penyelesaian sengketa olahraga sepak bola di Indonesia merupakan kewenangan 

mutlak federasi olahraga yakni PSSI dan FIFA. PSSI dan FIFA 

menyelanggarakan kegiatan olahraga sepak bola profesional berdasarkan Lex 

Ludica (the Laws of the Game) dan menjalankan organisasi olahraga berdasarkan 

sistem hukum mereka sendiri yang disebut sebagai Statuta (Lex Sportiva) sebagai 

bagian dari sistem hukum transnasional. PSSI sebagai induk olahraga sepak bola 

menilai dengan mengatur sistem keolahragaan dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, berarti 

Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi terhadap PSSI. Campur tangan 

ini dinilai sebagai campur tangan yang melampaui kompetensi dan kapasitasnya 

karena telah menjangkau ranah yang seharusnya merupakan kekuasan dari Lex 

Sportiva dan lex ludica.
133

 Penulis mencoba menjabarkan benturan kewenangan 

antara Pemerintah Indonesia dengan PSSI dengan tabel berikut: 

 

 

 

                                                             
133 Baca Hinca Pandjaitan, Op.cit, Hlm. 365-389 
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Tabel 5.1 

Benturan Kewenangan Pemerintah dan PSSI 

 

No. 

 

Kewenangan Pemerintah Dalam UU 

Sistem Keolahragaan Nasional 

Kewenangan PSSI 

dalam Statuta 

 

1 Pengelolaan olahraga dilakukan melalui 

mekanisme kewajiban melakukan 

standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi 

keolahragaan yang menjadi domain dan 

kewenangan pemerintah melalui BSANK 

Pengelolaan sepak bola 

Indonesia dilakukan oleh 

PSSI dengan tunduk pada 

Statuta PSSI dan Statuta 

FIFA, serta laws of the 

game sepak bola yang 

dikeluarkan oleh IFAB 

sebagai bagian dari FIFA. 

2 Pengawasan dan pengendalian keolahragaan 

dilakukan Menteri dan dilaksanakan oleh 

lembaga independen yang dibentuk, yaitu  

Badan Pengawas Olahraga Profesional 

Indonesia (BOPI) 

Pengawasan dan 

pengendalian sepak bola 

Indonesia dilakukan oleh 

FIFA melalui Executive 

Committee dari PSSI. 

3 Penyelesaian sengketa organisasi 

keolahragaan melalui musyawarah dan 

mufakat yang dilakukan induk organisasi 

cabang olahraga, badan arbitrase dan 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa 

(APS), dan lembaga pengadilan sesuai 

Penyelesaian sengketa 

PSSI sebagai anggota 

FIFA wajib dilakukan 

melalui Komisi Disiplin 

dan Komisi Banding 

PSSI, serta  dan Badan 
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yurisdiksinya. Arbitrase Keolahragaan 

Indonesia (BAKI) sebagai 

kepanjangan tangan dari 

Court Arbitration of Sport 

(CAS). 

 

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa benturan  antara 

Pemerintah dan PSSI. Pertama terkait pengelolaan, dalam Undang-Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional dinyatakan jika pengelolaan olahraga menjadi domain dan 

kewenangan Pemerintah melalui BSANK, hal tersebut berbenturan dengan Statuta 

PSSI yang menyatakan bahwa pengelolaan sepak bola berada di bawah naungan 

PSSI yang tunduk pada Statuta PSSI, Statuta FIFA, serta Laws of the Game yang 

dikeluarkan IFAB. Kedua terkait pengawasan dan pengendalian, berdasar 

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan bahwa pengawasan 

dan pengendalian keolahragaan dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh 

Lembaga independen yakni Badan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia 

(BOPI). Aturan tersebut berbenturan dengan Statuta PSSI dan FIFA yang 

menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian sepak bola dilakukan oleh 

FIFA melalu Executive Committee dari PSSI. Ketiga terkait dengan penyelesaian 

sengketa, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan jika 

penyelesaian sengketa organisasi keolahragaan dilakukan melalui musyawarah 

dan mufakat oleh induk organisasi cabang olahraga, badan arbitrase dan lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa (APS), dan lembaga pengadilan sesuai 

yurisdiksinya. Hal tersebut tentunya memberi ruang pada badan arbitrase di luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

    

naungan organisasi olahraga untuk turut serta menyelesaikan sengketa yang 

terjadi di dalam organisasi olahraga. Pengaturan penyelesaian sengketa oleh 

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut bertentangan dengan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang dijadikan acuan oleh PSSI yang mana 

dinyatakan jika penyelesaian sengketa PSSI sebagai anggota FIFA wajib 

dilakukan melalui Komisi Disiplin dan Komisi Banding PSSI, serta  dan Badan 

Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai kepanjangan tangan dari Court 

Arbitration of Sport (CAS). 

Produk hukum lain yang juga dianggap sebagai campur tangan Negara 

yakni adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

319/Pid.B/2009/PN.Ska yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan 

Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Nova 

Zaenal Mutaqin dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan 

Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard 

Momadao. Putusan tersebut merupakan buntut terjadinya perkelahian antara 

kedua pemain tersebut dalam lanjutan pertandingan sepak bola Divisi Utama Liga 

Indonesia yang mempertemukan Persis Solo dengan Gresik United di Stadion R. 

Maladi, Solo pada tanggal 12 Februari 2009. Pada putusan tersebut majelis hakim 

menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh PSSI sebagai induk sepak bola hanya 

merupakan rule of the game di dalam permainan sepak bola, dan bukan 

merupakan rule of the law yang terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga rule of the 

game tersebut dianggap tidak dapat mengesampingkan rule of the law yang ada.  
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 Kedua putusan tersebut membawa pendapat yang cukup menarik. 

Pandangan hakim menyatakan aturan PSSI atau dalam hal ini adalah Statuta PSSI 

beserta aturan turunan di bawahnya hanya sebagai rule of the game yang tidak 

dapat mengesampingkan rule of the law yang ada berdasarkan hierarki peraturan 

perundang-perundangan di Indonesia. Pendapat majelis hakim dalam putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska yang dilanjutkan ke 

tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 

173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan 

Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg justru mematahkan 

pendapat para penganut Lex Sportiva yang menyatakan bahwa Lex Sportiva 

merupakan lex specialis. 

Mengenai pendapat Lex Sportiva sebagai lex specialis tersebut, penulis 

akan mencoba terlebih dulu menjabarkan asas-asas dalam pembentukan peraturan 

Perundang-undangan, antara lain:
134

  

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam 

Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) 

yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya 

mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang 

berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana,yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, 

kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan Perundang-undangan pidana yang 

                                                             
134 Ni’matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusamedia, 

Bandung, 2011, hlm.12. 
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mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya 

boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang 

tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.  

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini 

adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang 

menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) Hakim atau siapapun 

juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. 

Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.  

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun 

individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).  

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-

undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut 

asas ini bahwa peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi 

hukum asas lex superiori derogate lex inferiori ialah: a) undang-undang 

yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
135

 c) Perundang-

undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan 

peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi 

tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan 

                                                             
135 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.62 
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ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem Perundang-undangan. 

Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang- 

undangan.
136

 

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-

undang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). 

Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan 

yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang 

bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau 

menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan 

yang umum.
137

  

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-

undang terdahulu (lex posteriori derogate lex priori). Maksudnya adalah 

undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak 

berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-

undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, 

dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.
138

  

Dilihat dari asas tersebut,  pendapat para tokoh penganut Lex Sportiva 

memandang berlakunya asas lex specialis derogate lex generali sebagai dasar 

untuk mengesampingkan peraturan Perundang-undangan lain yang berada di 

dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, penulis memandang bahwa Lex 

Sportiva sendiri atau dalam hal ini Statuta PSSI tidak berada di dalam hierarki 

peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Terakait hierarki 

                                                             
136

 Amiroeddin Sjarif, Op.cit, hlm.78-79. 
137 Umar Said Sugiarto, Op.cit, hlm.64.  
138 Ibid., hlm.64-65. 
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tersebut, terdapat teori perundang-undangan yang dikembangkangkan oleh murid 

Hans Kelsen, yakni Nаwiаsky yang disebut dengаn theorie von stufenufbаu der 

rechtsordnung. Nawiasky menjabarkan susunan norma sebagai berikut:
139

 

1. Normа fundаmentаl negаrа (Stааtsfundаmentаlnorm);                                                  

2. Аturаn dаsаr negаrа (Stааtsgrundgesetz);  

3. Undаng-Undаng formаl (Formell Gesetz); 

4. Perаturаn pelаksаnааn dаn perаturаn otonom (Verordnung En 

Аutonome Sаtzung).   

Stааtsfundаmentаlnorm аdаlаh normа yаng merupаkаn dаsаr bаgi pembentukаn 

konstitusi аtаu Undаng-Undаng Dаsаr (stааtsverfаssung) dаri suаtu negаrа. Posisi 

hukum dаri suаtu Stааtsfundаmentаlnorm аdаlаh sebаgаi syаrаt bаgi berlаkunyа 

suаtu konstitusi. Stааtsfundаmentаlnorm аdа terlebih dаhulu dаri konstitusi suаtu 

negаrа.
140

  Menurut Nаwiаsky, normа tertinggi yаng oleh Kelsen disebut sebаgаi 

normа dаsаr (bаsic norm) dаlаm suаtu negаrа sebаiknyа tidаk disebut sebаgаi 

Stааtsgrundnorm melаinkаn Stааtsfundаmentаlnorm, аtаu normа fundаmentаl 

negаrа. Grundnorm pаdа dаsаrnyа tidаk berubаh-ubаh, sedаngkаn normа tertinggi 

berubаh misаlnyа dengаn cаrа kudetа аtаu revolusi.
141

 

Teori Nawiasky tersebut kemudian jika dijabarkan ke dalam sistem hukum 

Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 

                                                             
139 Hаmid S. Аtаmimi, Perаnаn Keputusаn Presiden Republik Indonesiа dаlаm 

Penyelenggаrааn Pemerintаhаn Negаrа; Suаtu Studi Аnаlisis Mengenаi Keputusаn Presiden 
yаng Berfungsi Pengаturаn dаlаm Kurun Wаktu Pelitа I–Pelitа IV, Disertаsi Ilmu Hukum Fаkultаs 
Pаscаsаrjаnа Universitаs Indonesiа, Jаkаrtа, 1990, hlm.287 

140Ibid.  
141Ibid. 
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis-jenis 

peraturan Perundang-undangan yaitu terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;   

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Dalam jenis-jenis peraturan Perundang-undangan yang disebutkan oleh pasal 7 

ayat (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan tersebut tidak menyatakan Statuta organisasi olahraga 

sebagai bagian dari jenis-jenis peraturan perundangan. Sehingga, penulis 

memandang bahwa Statuta PSSI hanyalah sebatas rule of the game yang tidak 

dapat mengesampingkan kedudukan dari rule of the law yakni hukum positif yang 

terdapat dalam sistem hukum Indonesia. 

Dari uraian-uraian yang dijabarkan diatas, penulis memandang bahwa 

Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva tidak bisa secara serta merta membebaskan 

segala aspek kegiatan sepak bola profesional dari ikatan hukum positif dalam 

sistem hukum di Indonesia. Otonomi PSSI yang tercantum dalam Statutanya akan 

selalu diakui sebagai Lex Sportiva karena kedudukannya sebagai induk dari sepak 

bola profesional di Indonesia. Akan tetapi, kaidah-kaidah yang terdapat dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

    

Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva tersebut tetap harus tunduk terhadap segala 

kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut tentunya 

didasari oleh kedudukan Statuta PSSI yang hanya sebagai rule of the game dan 

bukan sebagai rule of the law seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi jenis-

jenis peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 

 

3.2 Pengaturan Kedepan terkait kedudukan Statuta PSSI 

Bagan 5.2 

Kerangka Berpikir Pengaturan Kedepan terkait kedudukan Statuta PSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benturan kewenangan yang terjadi antara Statuta PSSI beserta peraturan 

turunannya dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum di 

Indonesia telah  menyebabkan berbagai pernasalahan hingga kini. Penulis melihat 

terdapat beberapa permasalahan besar terkait benturan kewenangan tersebut yang 

Statuta PSSI Teori Negara 
Kesejahteraan 

Teori Perlindungan 
Hukum 

Teori Tujuan 
Hukum 

Hukum Nasional 
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sempat muncul, antara lain terkait dengan penganiayaan di dalam pertandingan, 

intervensi Negara ketika terjadi dualisme PSSI, serta yang akhir-akhir ini ramai 

menjadi pembicaraan yakni terkait pengaturan skor. Benturan kewenangan 

tersebut tentunya menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan sepak bola 

Profesional di Indonesia. Bahkan sempat muncul efek yang sangat buruk bagi 

perjalanan sepak bola professional Indonesia, yakni ketika dijatuhkannya sanksi 

terhadap PSSI oleh FIFA karena Negara ketika itu dianggap terlalu jauh 

mencampuri wewenang federasi ketika berusaha menyelesaikan masalah dualisme 

yang pernah terjadi. 

Kewenangan intervensi oleh Negara sendiri pada dasarnya dipandang 

penulis sebagai perwujudan dari tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan 

umum. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem 

keolahragaan nasional merupakan bentuk keinginan Negara dalam 

menyejahterakan masyarakatnya melalui olahraga. Seperti dijabarkan dalam 

konsep welfare state, yang mana tugas pemerintahan dalam Negara hukum tidak 

saja untuk menjalankan pemerintahan, akan tetapi lebih dari itu harus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.
142

  

Munculnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional pada dasarnya 

harus dimaknai sebagai upaya negara untuk menjalankan amanah konstitusi untuk 

memajukan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, dalam hal ini 

melalui olahraga. Kewenangan Pemerintah yang diberikan dalam UU SKN untuk 

mengatur, melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengontrol penyelenggaraan 

olahraga adalah manifestasi kedaulatan Negara dan juga merupakan manifestasi 

                                                             
142 Yudha Bhakti Ardhisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, 

Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 16 
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dari konsep welfare state, yang dibingkai dalam sistem keolahragaan nasional 

dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Akan tetapi, munculnya 

undang-undang sistem keolahragaan nasional ini justru memunculkan konflik 

dalam sepak bola di Indonesia karena dianggap mengintervensi segala aspek 

dalam kegiatan persepakbolaan profesional di Indonesia mengingat terdapat 

Statuta PSSI yang juga mengatur jalannya pertandingan sepak bola di Indonesia. 

Pengaturan ke depan terkait bagaimana kedudukan Statuta PSSI dipandang 

penulis bisa dilakukan dengan melakukan harmonisasi peraturan antara Peraturan 

Perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dengan Statuta PSSI sebagai aturan dasar dalam 

sepak bola. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan memasukkan beberapa aspek 

yang terdapat di dalam Statuta PSSI ke dalam Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia. Pengadopsian Statuta PSSI ke dalam Peraturan  Perundang-undangan 

dirasa penting untuk memberikan kedudukan yang pasti dari Statuta PSSI di mata 

hukum Indonesia. 

Pengadopsian statuta PSSI ke dalam peraturan perundang-undangan 

tentunya tidak hanya memberikan kedudukan yang jelas bagi Statuta PSSI sendiri. 

Akan tetapi, juga memberikan kepastian hukum terhadap banyak kasus yang 

hingga saat ini seringkali menjadi perdebatan di ranah hukum sepak bola. 

Beberapa kasus yang umum terjadi selain terkait penyelenggaraan pertandingan, 

juga terdapat kasus penganiayaan dalam pertandingan yang sering menjadi 

perdebatan apakah hukum pidana bisa masuk di dalamnya atau tidak. Selain kasus 

tersebut, terdapat dua kasus lagi yang seringkali menjadi perdebatan dalam 

lingkup sepak bola Indonesia yakni terkait dengan kasus pengaturan skor yang 
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sampai saat ini menjadi kasus yang juga sulit diurai karena tidak adanya hukum 

yang memberikan sanksi berefek jera. 

Penulis mencoba mengambil contoh mengenai penganiayaan dalam 

pertandingan sepak bola. Penganiayaan ini sendiri sering menjadi perdebatan 

apakah layak dikenakan sanksi pidana atau hanya sebatas sanksi disiplin, hal ini 

kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Penganiayaan, seringkali 

terjadi dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan antar pemain dan bahkan 

pemain terhadap perangkat pertandingan. Meski kode disiplin PSSI telah 

mengatur mengenai sanksi dari penganiayaan di dalam lapangan, akan tetapi 

penulis memandang hal tersebut tidak menimbulkan efek jera. Hal tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya tragedi penganiayaan yang terjadi setiap terselenggaranya 

sepak bola professional di Indonesia. Meski harus dipahami pula bahwa tidak 

semua unsur penganiayaan dalam hukum pidana dapat diaplikasikan dalam 

pertandingan sepak bola. 

Mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan ini, harus 

diperhatikan terlebih dahulu mengenai karakteristik yang terdapat dalam olahraga 

sepak bola. Dalam sepak bola sendiri memang dimungkinkan terjadinya kontak 

fisik akan tetapi tidak diperkenankan terjadinya kekerasan ketika bermain. Banyak 

kemungkinan yang terjadi ketika kontak fisik seperti benturan, cedera 

(ringan/sedang/berat), bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga seringkali 

memunculkan perdebatan mengenai berlakunya hukum pidana dalam 

pertandingan sepak bola. 

Van Hattum dan Van Bemmelen menjelaskan bahwa dalam konteks 

olahraga, perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan tersebut telah 
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kehilangan karakternya sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena adanya 

izin dari korban. Akan tetapi persetujuan tersebut ada batasnya, yakni tindakan 

kekerasan tersebut tidak boleh terlalu jauh bertentangan dari perbuatan yang dapat 

dibenarkan untuk dilakukan menurut cabang olahraga yang dipertandingkan
143

. 

Senada dengan pendapat tersebut, Adami Chazawi menganggap atlet tinju atau 

karateka yang ia anggap telah menyetujui dan membolehkan tubuhnya dipukul 

dengan cara dan menurut ketentuan atau aturan bermain yang telah ditentukan dan 

disepakati bersama dalam olahraga tersebut
144

. Sehingga dalam hal ini, kekerasan 

masih dianggap wajar apabila masih dalam batas aturan yang telah disepakati. 

 Senada dengan apa yang disebut diatas, Bamwell dalam pendapatnya 

menyatakan bahwa:
145

  

“Jika seorang pemain bermain dengan mengikuti peraturan permainan dan 

tidak bertindak di luar aturan tersebut, hal ini menjadi rasional untuk 

mengatakan bahwa ia melakukan kekerasan itu dengan tidak disertai oleh 

kesengajaan untuk mengakibatkan cedera pada pemain lawan dan ia tidak 

melakukannya dengan bisa memperkirakan bahwa tindakannya bisa 

mengakibatkan cedera atau kematian. Tetapi seorang pemain beniat untuk 

mengakibatkan cedera yang serius dan tidak memiliki simpati serta ceroboh, 

meskipun akhirnya cedera serius yang diharapkan timbul atau tidak, maka 

tindakannya merupakan tindakan yang melawan hukum.” 

 

 Penulis mencoba mengilustrasikan pendapat dari para ahli tersebut, 

misalnya dalam sepak bola, pemain masih dianggap dalam batas wajar ketika 

merebut bola menggunakan tackling dengan maksud merebut bola dari lawannya. 

Hal tersebut masih dalam batas wajar dan tidak bisa dikenakan pidana, berbeda 

ketika seorang pemain sepak bola dengan sengaja melakukan kekerasan berupa 

                                                             
143

 PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan 

Kesehatan serta Kejahatan yang Membahyakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bandung: 

Binacipta, 1986, Hlm. 118  
144

 Adami Chazawi, Kejahatan Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

Hlm. 16. 
145

 Anderson, No License fot Thuggery: Violence, sport, and criminal law, Criminal 

Law Review.  
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pemukulan atau sengaja menendang lawan dengan maksud untuk menyebabkan 

lawannya mendapatkan luka ringan atau luka berat. Perbuatan berupa pemukulan 

tersebut dianggap sebagai tindakan di luar batas wajar dalam aturan sepak bola, 

sehingga dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana atas kekerasan tersebut.
146

 

Contoh diberlakukannya sanksi pidana terhadap kekerasan di dalam 

pertandingan sepak bola terjadi di sebuah kompetisi sepak bola di Inggris, kasus 

ini lazim disebut sebagai R v Barnes(2004) Crim di Inggris. Kasus tersebut terjadi 

pada sebuah pertandingan sepak bola di Inggris. Dalam pertandingan tersebut, 

Mark Barnes melakukan tackling menggunakan dua kaki dari sisi belakang 

korban bernama Cristopher Bygraves pada Desember 2002, yang menyebabkan 

Christopher Bygraves mengalami cedera serius di kaki kanannya. Pada 16 

Oktober 2003, Crown Court di Canterbury menyatakan bahwa Mark Barnes 

terbukti melakukan “Grievous bodily harm” sebagaimana diatur pada Section 20 

of The Offense Againts The Person Act 1861, yakni tindakan yang mengakibatkan 

cedera fisik yang sangat serius kepada korban. Hakim menyatakan bahwa 

terdakwa akan dinyatakan bersalah jika terbukti bahwa apa yang terjadi tidak 

memikirkan konsekuensi dilakukannya tindakan tersebut, sehingga tidak bisa 

diterima sebagai suatu legitmate sport
147

 dan dapat disamakan dengan 

penganiayaan yang sangat serius.
148

 

Akan tetapi, kasus Rv Barnes tersebut sempat dihadapkan pada keabu-

abuan karena the Appeal Court menganggap konsep konsep awal parameter 

                                                             
146 Muhammad Ajid H., Kajian Yuridis Normatif terhadap penganiayaan dalam 

Pertandingan Sepak Bola di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, Hlm. 
82 

147 Legitimate sport merupakan konsep yang berkembang di Inggris yang menyediakan 
parameter untuk menentukan apakah sebuah kontak fisik secara objektif bisa diterima sebagai 
bagian dari cabang olahraga atau tidak. 

148 Anugerah riski, Op.cit 
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legitimate sport  tidak terlalu membantu dalam membuktikan ada tidaknya unsur 

kriminalitas pada tekel tersebut. Sehingga dalam menyikapi permasalahan 

tersebut, the Appeal Court juga menyatakan bahwa untuk menentukan tindakan 

kekerasan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, harus dipahami bahwa di 

dalam sebuah pertandingan olahraga yang kompetitif, seorang pemain bisa saja 

melakukan tindakan kekerasan selain dari yang ditentukan dalam peraturan 

pertandingan mengingat begitu emosionalnya pertandingan tersebut, bahkan jika 

seandainya tindakan tersebut juga diancam dengan pidana, tidak hanya diancam 

dengan sanksi disiplin berupa peringatan maupun dikeluarkan dari pertandingan, 

the Appeal Court masih sulit untuk menentukan secara objektif apakah tindakan 

kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karenanya the 

Appeal Court menetapkan lima kriteria yang  dibutuhkan  untuk menentukan  

apakah  tindakan kekerasan tersebut diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan 

dalam sebuah pertandingan olahraga.
149

 Lima kriteria ini yang kemudian dijadikan 

sebagai konsep baru dari parameter legitimate sport, kriteria tersebut yakni:
150

 

1. Jenis Olahraga yang dipertandingkan 

2. Level dari pertandingan tersebut 

3. Karakteristik tindakan kekerasan yang digunakan 

4. Risiko terjadinya cedera 

5. Keadaan pikiran pelaku 

Lima kriteria dalam parameter legitimate sport tersebut pada dasarnya bisa 

menjadi acuan bagi penerapan sanksi pidana ketika terjadi kekerasan yang berada 

di luar karakteristik dasar permainan sepak bola profesional di Indonesia. Adanya 

                                                             
149 Ibid. 
150 Ibid. 
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parameter tersebut memudahkan penilaian mengenai penentuan tindakan 

kekerasan yang merupakan bagian dari permainan dan tindakan kekerasan yang 

bukan bagian dari permainan sepak bola. Penerapan kriteria tersebut tentunya 

dapat dipandang sebagai peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum 

bagi subjek-subjek yang terkait dalam pertandingan sepak bola. Sehingga, kelak 

tidak terjadi lagi kejadian kekerasan-kekerasan yang menimpa para pemain dan 

juga perangkat pertandingan dalam penyelenggaraan sepak bola profesional di 

Indonesia. 

Penerapan sanksi pidana di persepakbolaan Indonesia sebenarnya sudah 

terjadi, akan tetapi masih saja menjadi perdebatan hingga saat ini, karena memang 

harus disadar bahwa tidak ada payung hukum yang jelas terkait masalah ini. 

Seperti misalnya kasus yang terjadi di Surakarta yang menghasilkan Putusаn 

Pengаdilаn Negeri Surаkаrtа Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Skа dаn Nomor 

381/Pid.B/PN.Skа seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. 

Selain itu, penulis mengambil contoh penerapan sanksi pidana dalam 

persepakbolaan Indonesia terkait pengatur skor. Penulis memberrikan apresiasi 

tinggi atas turunnya Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia untuk 

menyelesaikan permasalahan yang selama ini telah mengakar di persepakbolaan 

Indonesia, yakni terkait dengan pengaturan skor di Indonesia. Terkait intervensi 

Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan persoalan 

pengaturan skor ini harus dipandang sebagai langkah positif, terlepas kemudian 

muncul bayang-bayang sanksi dari FIFA atas adanya intervensi pihak ketiga. 

Intervensi yang dilakukan Polri ini dapat dikatakan sebagai wujud dari upaya 

Negara untuk mewujudkan tujuan hukum dari segi kemanfaatan. 
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Kemаnfааtаn diаrtikаn sebаgаi kebаhаgiааn (hаppiness)
151

. Jаdi bаik аtаu 

buruknyа, аdil dаn tidаknyа suаtu hukum, bergаntung kepаdа аpаkаh hukum itu 

memberikаn kebаhаgiааn kepаdа mаnusiа аtаu tidаk. Jeremi Benthаm аdаlаh 

tokoh dаri аlirаn utilitаriаnisme ini. Pendаpаt Benthаm yаng terkenаl yаitu “the 

greаtest hаppiness of the greаtest number of people”
152

 yаitu kebаhаgiааn 

tertinggi bаgi sebаgiаn besаr orаng. Benthаm menyаtаkаn bаhwа penilаiаn morаl 

dаri suаtu perbuаtаn didаsаrkаn аtаs hаsil аtаu аkibаt dаri perbuаtаn itu. Di sini 

Benthаm tidаk membedаkаn аntаrа upаyа mengejаr kebаhаgiааn individu dengаn 

upаyа mengejаr kebаhаgiааn umum, аsаlkаn sebаgiаn besаr mаsyаrаkаt secаrа 

pribаdi-pribаdi sudаh merаsа bаhаgiа, mаkа sudаh tercаpаilаh tujuаn hukum 

diciptаkаn. Jаdi titik tekаn pendаpаt dаri Benthаm di sini yаitu kebаhаgiааn 

Individu yаng menjаdi ukurаn kebаhаgiааn.
153

 

Pendapat dari Bentham tersebut jika dikaitkan dengan intervensi Negara 

dalam menyelesaikan kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia 

tersebut merupakan usaha Negara untuk mewujudkan “the Greatest happiness of 

the greatest number of people”. Keinginan Negara untuk mewujudkan 

kebahagiaan sebagian besar orang secara otomatis harus dengan mengorbankan 

kebahagiaan sebagian kecil orang dapat dilihat dari upaya Negara untuk menjerat 

sebagian pengurus PSSI yang terlibat skandal pengaturan skor demi 

menyelamatkan masa depan persepakbolaan Indonesia itu sendiri. Harus dipahami 

pula bahwa persepakbolaan Indonesia tidak hanya menyangkut pemain, perangkat 

                                                             
151 Boy Nurdin, Op. Cit, hlm. 69  
152

Аchmаd Аli, Menguаk Tаbir Hukum (Suаtu kаjiаn Filosofis dаn Sosiologis), Chаndrа 
Prаtаmа, Jаkаrtа, 1993, hlm. 88  

153 Аstim Riyаnto, Filsаfаt hukum, Yаpemdo, bаndung, 2010, hlm. 260  
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pertandingan, dan juga penyelenggara sepak bola, melainkan juga melibatkan 

supporter sepak bola.  

Penulis bahwa memandang Indonesia seharusnya mengaca kepada Italia 

saat membongkar skandal Calciopoli yang terjadi pada rentang 1999-2005. 

Melalui early warning system (EWS) yang diterapkan oleh FIFA yang 

bekerjasama dengan Interpol untuk memonitor pertandingan sepak bola, 

mengidentifikasi beragam tindakan di luar aturan di pasar taruhan sepak bola dan 

potensi manipulasi skor pertandingan, skandal Calciopoli terbongkar pada 2006. 

Hukuman yang dikenakan kepada klub dan individu yang terlibat pengaturan skor 

sungguh berat. Klub sekelas Juventus harus degradasi ke Seri B setelah direktur 

umumnya, Luciano Moggi, terbukti melakukan percakapan telepon untuk 

memengaruhi pejabat Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dalam penunjukan wasit.  

PSSI sebagai  induk  dari sepak bola Indonesia bisa saja meniru apa yang 

telah dilakukan  oleh FIFA dan FIGC tersebut. PSSI bisa berkolaborasi dengan 

Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas  pengaturan skor. Kolaborasi 

antara  keduanya bisa dengan cara menerapkan sistem yang sama yang  diterapkan  

oleh FIFA dan FIGC  sebagai tindakan preventif untuk menanggulangi pengaturan  

skor. Selain itu, sebagai tindakan represif nantinya  sanksi yang diterapkan kepada 

oknum pengaturan skor juga  tidak hanya  sebatas  sanksi disiplin, melainkan  

juga dengan menggunakan sanksi pidana. Hal tersebut  tentunya  diharapkan  

dapat menimbulkan efek jera bagi  pelaku.  

 Kolaborasi antara Negara dan juga PSSI jika dilakukan  dengan baik 

tentunya akan menciptakan  penyelenggaraan sepak bola di Indonesia yang lebih 

baik. Kolaborasi yang berupa pembagian kewenangan tersebut diharapkan 
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nantinya dapat menghindari benturan-benturan yang selama ini terjadi. Pembagian  

kewenangan tersebut seperti misalnya memberikan kewenangan penuh terhadap 

PSSI dalam melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan sepak bola di Indonesia. 

Akan tetapi, perlu digarisbawahi terkait pemisahan kewenangan tersebut harus 

tercantum dalam peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. 

Sehingga, di kemudian hari tidak terjadi konflik-konflik yang terjadi seperti 

selama ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan sepak bola di Indonesia karena 

dianggap baik Negara maupun PSSI mempunyai kewenangan yang sama. 

 Pembagian kewenangan juga perlu dilakukan dalam aspek kepidanaan. 

Seperti yang telah disampaikan di atas, sanksi pidana perlu diterapkan berkaitan 

dengan kekerasan yang berada di luar karakteristik dari sepak bola. Penerapan 

sanksi pidana terhadap kekerasan di luar karakteristik dari sepak bola di rasa perlu 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi subjek-subjek yang sering menjadi 

korban kekerasan di dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Penerapan 

pidana tersebut nantinya juga diharapkan dapat menciptakan sepak bola Indonesia 

yang jauh dari konflik-konflik yang disebabkan oleh rivalitas dalam pertandingan. 

 Negara dan PSSI juga perlu berkolaborasi dalam pemberantasan mafia 

pengaturan skor. Terkait hal ini, baik Negara dan PSSI bisa saling bekerjasama 

untuk sama-sama berkomitmen memberantas praktek pengaturan skor. PSSI 

sebagai induk sepak bola Indonesia bisa mencontoh FIFA sebagai induk 

persepakbolaan dunia yang menggandeng Interpol untuk memberantas praktik 

pengaturan skor. Sehingga, penulis melihat bahwa PSSI pun bisa menggandeng 

Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas praktik 

pengaturan skor di Indonesia yang sudah dinilai sebagai penyakit yang kronis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

    

Sempitnya jangkauan PSSI yang hanya bisa menghukum subjek-subjek 

dalam sepak bola dirasa menjadi halangan tersendiri ketika ingin menjerat para 

mafia pengaturan skor. Selain sempitnya jangkauan, konsep sanksi yang diberikan 

oleh PSSI sendiri dirasa tidak menimbulkan efek jera. Sehingga, penulis merasa 

perlu adanya penerapan sanksi pidana untuk memberantas permasalahan mafia 

pengaturan skor. Sanksi pidana ini dapat dicantumkan ke dalam peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur masalah pengaturan skor dalam sepak bola. 

Diterapkannya sanksi pidana ini nantinya diharapkan bisa benar-benar 

memberantas mafia pengaturan skor, yang pada akhirnya dapat memicu iklim 

persepakbolaan Indonesia yang sehat dan bersih. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Statuta PSSI sebagai bagian dari kepanjangan Statuta FIFA merupakan 

peraturan yang mengatur secara keseluruhan mengenai tata kelola, 

pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa terkait jalannya sepak bola 

profesional di Indonesia. Statuta PSSI tersebut dapat dikatakan termasuk 

Lex Sportiva yang terdapat di Indonesia. Akan tetapi, kaidah-kaidah yang 

terdapat dalam Statuta PSSI sebagai Lex Sportiva tersebut tetap harus 

tunduk terhadap segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di 

Indonesia. Hal tersebut didasari oleh kedudukan Statuta PSSI yang hanya 

sebagai rule of the game dan bukan sebagai rule of the law seperti yang 

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi jenis-

jenis peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, meski diakui 

sebagai Lex Sportiva, kedudukan dari Statuta PSSI tidak bisa serta merta 

mengesampingkan kedudukan hukum nasional. 

2. Pengaturan ke depan terkait dengan kedudukan Statuta PSSI sebagai Lex 

Sportiva dalam Negara hukum Indonesia dapat dilakukan dengan cara 

melakukan harmonisasi peraturan antara Pemerintah dan PSSI terkait 

penyelenggaraan persepakbolaan Indonesia. Seperti misalnya mengadopsi 

statuta PSSI ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain 

itu, bisa juga dilakukan dengan memberikan pembagian kewenangan 
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antara Negara dengan PSSI. Pembagian  kewenangan tersebut bisa 

dilakukan dengan cara memberikan kewenangan penuh kepada PSSI untuk 

menyelenggarakan dan mengelola persepakbolaan Indonesia. Selain itu, 

penerapan sanksi pidana terkait penganiayaan di luar karakteristik 

permainan sepak bola dan kolaborasi antara PSSI dan Kepolisian Republik 

Indonesia terkait pengaturan skor juga dirasa perlu untuk menumbuhkan 

iklim persepakbolaan Indonesia yang sehat dan bersih. Baik pembagian 

kewenangan dan penerapan sanksi pidana tersebut harus tercantum dalam 

peraturan perundang-perundang yang sesuai dengan jenis peraturan-

Perundang-undangan yang ada di Indonesia.  

 

4.2 Rekomendasi  

1. Pemerintah  dan PSSI perlu menyepakati masuknya hukum nasional dalam 

ranah sepak bola. 

2. Pemerintah perlu  melakukan revisi undang-undang sistem keolahragaan 

nasional atau menerbitkan undang-undang baru terkait pembagian 

kewenangan dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia yang 

substansi di dalamnya mengadopsi substansi dari statuta PSSI. 

3. Pemerintah dan PSSI harus berkolaborasi untuk melakukan  

pemberantasan pengaturan skor. 

4. Karakteristik yang unik dari Lex Sportiva yang disebut sebagai hukum 

transnasional merupakan sebuah persoalan tersendiri yang perlu dijadikan 

riset baik oleh Pemerintah atau kalangan akademisi, sehingga diharapkan 
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kompleksitas yang terdapat di dalam Lex Sportiva tersebut dapat terurai 

dan menjadi jalan bagi kemajuan sepak bola dan olahraga lain di Indonesia 
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